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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
















































































































































































































 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
































ai a dan i   ـَى 
 
fath}ah dan wau 
 
au a dan u 
 








 kaifa : َكْيفََ 
 haula : هَْولََ 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 






 ma>ta : َماتََ
 <rama : َرَمى
 qi>la : قِْيلََ 
 yamu>tu : يَُمْوتَُ
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah 
yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 












fath}ahdan alif atau 
ya>’ 
 












i> i dan garis di atas 
 







 raud}ah al-at}fa>l : َرْوَضةََُاألَْطفَالَِ
 al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَْلَمِدْينَةََُاَْلفَاِضلَةَُ
 al-h}ikmah : اَْلِحْكَمةَُ
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydi>d ( ََ ـّـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 <rabbana : َربَّناََ
ْيناََ  <najjaina : نَجَّ
 al-h}aqq : اَْلَحقَ 
مََ  nu“ima : نُعِّ
 aduwwun‘ : َعُدوَ 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (َّــــِـى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 
 (Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly‘ : َعلِىَ 
 (Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby‘ : َعَربىَ 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ ال
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 





 (al-syamsu (bukan asy-syamsu : اَلشَّْمسَُ
ْلَزلَةَُ  (al-zalzalah (az-zalzalah : اَلزَّ
 al-falsafah : اَْلفَْلَسفَةَُ
 al-bila>du : اَْلبالَدَُ
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 ta’muru>na : تَأُْمُرْونََ
 ‘al-nau : اَلنَّْوعَُ
 syai’un : َشْيءَ 
 umirtu : أُِمْرتَُ
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
9. Lafz} al-Jala>lah (هللا) 




atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh: 
   billa>h بِاللَِ  di>nulla>h ِدْيُنَهللاَِ
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
ْمَفِْيََرْحَمِةَهللاَِهَُ hum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 




Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 




B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 
HR = Hadis Riwayat
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
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 Tesis ini membahas tentang status, kedudukan, dan hak anak luar nikah 
serta implementasi kewarisan anak luar nikah menurut hukum Islam yang terjadi 
di Kelurahan Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian 
yang menjadi instrument kunci adalah peneliti sendiri dan menghasilkan dan 
mengolah data yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan yuridis normatif dengan maksud membuktikan dalil tentang hak, 
kedudukan dan perspektif hukum kewarisan Islam terhadap sistem kewarisan 
anak luar nikah.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa status dan kedudukan anak luar 
nikah tidak sama dengan status anak yang berasal dari perkawinan yang didahului 
oleh akad. Status anak luar nikah tetap dianggap sebagai anak zina. Sedangkan 
kedudukan anak luar nikah, nasabnya dihubungkan dengan ibunya dan keluarga 
ibunya. Anak luar nikah tidak ada sama sekali hubungan nasab dengan ayah 
biologisnya. Hak anak luar nikah tidak sama dengan anak sah. Hak anak luar 
nikah menjadi hilang disertai dengan tidak adanya hubungan nasab dengan 
ayahnya seperti dalam perwalian, pewarisan, nafkah, dan sebagainya. Namun, 
dalam menjaga hak keberlangsungan hidup dan bertumbuh kembang anak luar 
nikah bisa mendapat harta peninggalan dari ayah biolgisnya melalui hibah 
meskipun tidak dianggap sebagai warisan.  
Implementasi dari penelitian ini adalah diharapkan Penelitian ini 
diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 
khazanah keilmuan dan masukan atau sumbangsih pemikiran. Demikian pula bagi 
masyarakat luas yang ingin mengetahui hukum kewarisan tentang anak luar nikah 
menurut hukum Islam. 
 
 






H. Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan agama sempurna yang diturunkan oleh Allah swt melalui 
Nabi Muhammad saw untuk menyempurnakan agama samawi terdahulu. Islam 
mengajarkan dan menuntun manusia dari berbagai aspek kehidupan mereka 
sehingga menjadikan kehidupan manusia lebih terarah dan mendapatkan 
mashlahat baik dunia maupun akhirat. Mulai dari lahirnya manusia di dunia ini 
sampai wafat, semuanya diatur di dalam agama Islam.  
Islam datang dengan tuntunannya bukan untuk memberatkan atau 
menyusahkan manusia tetapi dengan adanya tuntunan Islam menjadikan 
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik itu secara personal maupun kehidupan 
sosial. Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Baqarah 2/185: 
 َََ ََ ََ َ 
Terjemahnya: 




Kehidupan sosial sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Jika terjadi 
suatu perkembangan pada masyarakat tersebut maka kehidupan sosial mereka 
akan mengalami perubahan.
2
 Terjadinya perubahan di tengah masyarakat perlu 
direspon hukum Islam sebagai sosial control yang berfungsi sebagai rambu atau 
aturan untuk membentuk perilaku sosial. 
                                                           
1
Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi 
Penyempurnaan (Jakarta : t.tp., 2019), h. 37. 
2
Artiko Alkostar dan M. Sholeh Amin, Pembangunan Hukum Islam dalam Perspektif 





 Perubahan yang tidak dibarengi dengan respon hukum Islam maka akan 
timbul perilaku sosial yang menyimpang sehingga dalam tatanan kehidupan 
mereka keluar dari ketentuan hukum Islam. Perubahan yang akan menimbulkan 
problem sosial pada masyarakat ialah masalah warisan bagi anak luar nikah, 
mengingat pemikiran masyarakat di Indonesia yang menganut adat ketimuran. 
Seringkali dalam hal warisan menyamakan antara anak luar nikah dan anak sah, 
padahal keduanya berbeda.  
 Anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah swt kepada orang tua adalah 
anak karena ia adalah fitrah dari Allah swt. Maka hak seorang anak adalah 
mendapatkan perawatan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, anak merupakan 
generasi pelanjut dan sebagai penerus cita-cita bangsa yaitu melahirkan 
masyarakat yang berkeadilan sosial dan berkeadaban sehingga anak patut 
disuguhkan kesempatan yang seluas-luasnya bagi jasmani, rohani maupun 
sosialnya untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. 
Eksistensi anak dalam kehidupan manusia sangat penting, oleh sebab itu 
Allah swt memerintahkan untuk menikah. Tujuan dari pernikahan antara lain 
adalah memiliki keturunan yang baik, menjaga nasab, menjauhkan diri dari 




 Anak yang lahir diluar nikah mendapatkan konsekuensi sosial dengan 
stigma anak haram dari masyarakat. Hal ini menimbulkan gangguan psikologis 
bagi anak, walaupun sebenarnya dalam perspektif hukum, anak tersebut tidak 
mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya.  
                                                           
3
Wahbah al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 





Di samping itu, jika anak yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan 
maka haram menasabkan nama anak perempuan tersebut kepada laki-laki selain 
ayahnya
4
 tetapi dinasabkan kepada ibunya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: 
ثَــَنا م َسدَّد   ثـََنا َخاِلد ، َعن  َأِب  ع ـث َماَن، َعن  َسع ٍد َحدَّ ثـََنا َخاِلد  ه َو اب ن  َعب ِد اهلِل، َحدَّ ، َحدَّ
: َمِن ادََّعى ِإىَل َغْي ِ أَبِــي هِ  َوه َو  َرِضَي اهلل  َعن ه  قَاَل: َسَِع ت  النَِّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلي ِه َوَسلََّم يـَق و ل 
ـرََة فـََقاَل َوأَنَا َسَِع ت ه  أ ذ نَاَي َوَوَعاه  يـَع َلم  أَنَّه  َغيـ    ر  أَبِــي ِه فَال ـَجـنَّـة  َعَلي ِه َحرَام  َفذََكر ت ه  أِلَِب  َبك 




 Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada 
kami Khalid yaitu Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid 
dari Abu Utsman dari Sa’d ra. mengatakan: aku mendengar Nabi saw 
bersabda: Barangsiapa menasabkan dirinya kepada selain ayahnya padahal 
ia tahu bukan ayahnya maka surga haram baginya, maka aku sampaikan 
hadis ini kepada Abu Bakrah dan ia berkata: aku mendengarnya dengan 
kedua telingaku dan hatiku juga mencermatinya betul dari Rasulullah saw. 
(HR. Bukha>ri>). 
Secara agama, hubungan orang tua dengan anak ditentukan oleh aqad 
nikah. Oleh sebab itu, Islam sangat menjunjung tinggi pemeliharaan nasab dan 
keturunan. Di dalam al-Qur’an, Allah swt memerintahkan pernikahan dan 
mengharamkan zina dengan tujuan agar nasab dan keturunan dapat terjaga dan 
terpelihara.  
                                                           
4
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 Dalam pernikahan, seorang wanita tidak dibolehkan menikah lebih dari 
satu kali, hanya khusus untuk suaminya. Ia tidak boleh menyirami ladangnya 
dengan air laki-laki lain sehingga setiap anak yang terlahir dari rahimnya secara 
otomatis adalah anak dari suaminya tanpa memerlukan pengakuan atau 
pengumuman atau tuntutan dari pihak ibu. Dengan sebab pernikahan, air tidak 




Namun, bagi seorang anak luar nikah akan mempunyai hubungan status 
hukum keperdataan hanya dari ibu dan keluarga ibunya sedangkan dari ayah 
biologis dan keluarganya, secara agama, sama sekali tidak mempunyai hubungan. 
Begitupun pula, dalam hal pembuatan identitas diri anak.
7
 
Ini dikuatkan oleh pendapat Imam Syafi’i yang dikutip oleh Amin Husein 
Nasution menyatakan bahwa jika seorang wanita hamil karena zina melahirkan 
anaknya, baik orang yang melakukan zina mengaku atau tidak, maka anak yang 
dilahirkan tersebut adalah anak dari ibunya, bukan anak dari laki-laki yang 
menzinainya.
8
 Walaupun demikian, tanggung jawab atas segala keperluannya, 
baik materil maupun spiritual ada pada ibunya dan keluarga ibunya begitupun 
juga dalam hal waris mewarisi.
9
 
Anak luar nikah akan timbul masalah dikemudian hari yaitu terkait dengan 
struktur keluarga, nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak 
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mendapatkan warisan. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan untuk menjauhi 
perzinahan karena akan berimplikasi terhadap status hukum kewarisan bagi anak. 
Waris adalah salah satu ketentuan yang diajarkan oleh al-Qur’an sebagai 
bentuk alih kepemilikan harta untuk memperkuat iman dan meningkatkan 
kesejahteraan keluarga ahli waris. Allah swt berfirman QS. al-Nisa 4/11: 
  َََ  َََ َ َ  ََ َ ََ َ  َ
  َ   ََ ََ ََ َ  َ ََ َ َ َ   َ
 َ  َ َ ََ َََ  َ َ َ ََ   َ َ  َ  ََ
 ََ َ  َ  َ ََ ََ َ َ َ َ  ََ َ
  ََ َ َ  ََ  َََََََََ  َ
  ََ  
Terjemahnya: 
Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama 
dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya 
perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang 
saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk 
kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang 
meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-
bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang 
meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) 
wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) 
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 
mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 
Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.
10
 
Aturan pewarisan telah ditetapkan oleh syari’at Islam dengan sangat 
teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap 
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manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang legal. Syari’at Islam juga 
menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia 
kepada ahli warisnya, dari seluruh nasab dan kerabatnya, tanpa membedakan 
antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.
11
 
 Hukum kewarisan menempati posisi penting dalam hukum Islam. Apatah 
lagi hukum kewarisan sangat terperinci dijelaskan di dalam al-Qur’an, karena 
hukum kewarisan berhubungan langsung dengan manusia artinya bahwa setiap 
orang yang memiliki harta benda pasti mengalaminya. Jika dalam pembagian 
warisan tidak tepat maka akan menimbulkan sengketa di antara para ahli waris. 
Setiap ada peristiwa kematian maka akan muncul bagaimana harta peninggalan 
tersebut disalurkan dan kepada siapa saja harus di wariskan.
12
 
 Kenyataan saat ini bahwa perselisihan dalam masalah pembagian harta 
warisan sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat secara umum bukan hanya 
melanda umat Islam
13
 bahkan mayoritas umat manusia pernah mengalaminya. 
Bukan hanya antar sesama manusia secara umum tetapi antar keluarga sering 
terjadi perselisihan. 
 Perselisihan masalah warisan objeknya adalah keluarga yang berhak 
mendapatkan maupun yang terhalang mendapatkan warisan. Apatah lagi, warisan 
yang menyangkut anak di luar anak nikah yang dikemudian hari status hukumnya 
akan bermasalah. 
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 Di dalam hukum Islam sangat jelas kedudukan anak luar nikah atau anak 
zina. Hal ini berbeda dengan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Ada tiga 
jenis hukum waris yang diimplementasikan oleh masyarakat yaitu hukum waris 
menurut Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan 
hukum adat.  
I. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Sebelum penulis masuk pada pembahasan, maka terlebih dahulu 
dijelaskan kalimat yang ada di dalam judul pembahasan untuk memudahkan 
pembaca memahami objek yang dimaksud dan dikhawatirkan kesalahan 
penafsiran pada pembahasan ini. 
1. Warisan biasa disebut juga dengan harta warisan. Harta waris adalah harta 
yang diwariskan kepada ahli waris untuk membayar keperluan bagi si mayit 
seperti biaya rumah sakit, membayar hutang, biaya pemakaman, pajak, zakat, 
dan pengeluaran lainnya sehingga jika sudah bersih disebut dengan harta 
waris.
14
 Harta yang ditinggalkan oleh si mayit bukanlah semuanya untuk ahli 
waris tanpa memperhatikan keperluan atau sangkutan si mayit selama 
hidupnya. 
2. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan atau dikandung sebelum terjadi 
pernikahan, anak yang dilahirkan dari seorang wanita tanpa suami atau anak 
yang memiliki ayah dan ibu namun tidak terikat dengan perkawinan yang sah. 
Anak luar nikah juga biasa disebut dengan anak tidak sah. 
3. Hukum Islam adalah hukum yang berlandaskan agama Islam. 
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J. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat 
dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam tesis ini. 
1. Bagaimana status dan kedudukan anak luar nikah perspektif hukum Islam ? 
2. Bagaimana hak kewarisan anak luar nikah perspektif hukum Islam ? 
3. Bagaimana perspektif hukum kewarisan Islam terhadap sistem kewarisan 
anak luar nikah ? 
K. Kajian Pustaka 
Setelah peneulis menelaah beberapa literatur, ada beberapa penelitian atau 
karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berikut ini akan 
dipaparkan literatur yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan Ditinjau dari Kompilasi 
Hukum Islam, jurnal ini ditulis oleh Tri \Khartika Nurry Wiranti, Emmi 
Rahmiwita Nasution dan Irda Pratiwi pada tahun 2020. Jurnal ini membahas 
tentang permasalahan hukum yaitu bagaimana akibat hukum anak yang 
dilahirkan oleh wanita hamil dan kedudukan anak luar nikah menurut 
Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 
normatif yang mendekati objek dengan undang-undang.  
2. Perspektif Hukum Terhadap Status Anak Luar Nikah dalam Memperoleh Hak 
Waris Kompilasi Hukum Islam, yang ditulis oleh Yapiter Marpi pada tahun 
2020. Jurnal ini membahas tentang kedudukan anak luar nikah menurut 
Hukum Islam berdasarkan nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan 
sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Status waris anak luar nikah hanya 





nikah dapat memperoleh pemberian dari ayah biologisnya dalam bentuk 
hibah atau wasiat wajibah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif 
dengan menggunakan data sekunder dan data primer untuk kelengkapan data 
dan analisis data yang digunakan adalah analisa normatif. 
3. Pembagian Harta Warisan Anak luar nikah dalam Perspektif Mazhab Fiqih. 
Tesis ini ditulis oleh Asep Gunawan pada tahun 2018. Tesis ini berisi tentang 
pandangan mazhab fiqih mengenai pembagian harta warisan anak luar nikah. 
Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data 
yang diharapkan dapat mengungkapkan fakta terkait fokus penelitian. Tesis 
ini dapat menyimpulkan bahwa empat mazhab fiqih sepakat bahwa status 
anak luar nikah dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila kedua orang 
tuanya menikah sebelum anak lahir. Anak tersebut juga disebut dengan anak 
mula’anah yaitu anak yang tidak memliki bapak dalam kewarisan. 
4. Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam, tesis ini 
ditulis oleh Ety Farida Yusuf pada tahun 2011. Penelitian ini berisi tentang 
pembagian hak harta warisan yang diberikan kepada anak luar nikah. 
Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan data 
yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang mendukung data primer 
yang diambil dari perpustakaan maupun dari koleksi pribadi penulis 
penelitian ini. Hasil yang didapatkan adalah anak luar nikah tidak 
mendapatkan kedudukan di dalam hukum Islam, dalam artian bahwa tidak 
ada hubungan nasab dan kewajiban antara anak dengan ayah biologisnya 
sehingga konsekuensinya adalah anak tersebut tidak mendapatkan nafkah, 
warisan, dan sebagainya. Kemudian status anak luar nikah hanya mewarisi 





5. Status Hak Waris Anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan 
Hukum Perdata: Studi Kasus di PA dan PN Tanjung Karang. Jurnal ini 
ditulis oleh Kamsari pada tahun 2012. Dalam jurnal ini dipaparkan hak waris 
bagi anak luar nikah dan perbandingan pembagian warisan mereka. Status 
hak waris dalam Kompilasi Hukum Islam di PA adalah anak tersebut hanya 
berhak mewarisi harta peninggalan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan 
bagi ayahnya tidak memiliki hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan 
hubungan saling mewarisi. Adapun dalam hukum perdata di PN, anak luar 
nikah berhak mewarisi jika ada pengakuan dari ayah atau ibu yang 
membenihkannya. Sedangkan mengenai besar pembagiannya tergantung dari 
siapa ia bersama-sama mewaris. 
6. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat di Kecamatan 
Boyolali Kabupaten Boyolali, tesis yang ditulis oleh Sri Wahyuni pada tahun 
2006. Penelitian ini berisi tentang status anak luar nikah di Kecamatan 
Boyolali Kabupaten Boyolali. Metode yuridis empiris yang digunakan dalam 
penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa anak di luar nikah akan 
mendapatkan warisan jika berkelakuan baik terhadap ayah biologisnya, 
namun tidak sama bagiannya dengan anak sah dari ayah biologisnya. 
Setelah melihat secara seksama beberapa penelitian yang telah dipaparkan, 
maka penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 
Penelitian ini, berbicara tentang kedudukan, status dan hak anak luar nikah 
perspektif hukum Islam serta cara pandang hukum Islam dalam kewarisan anak 
luar nikah. Penulis ingin melihat respon hukum Islam dalam pewarisan anak luar 
nikah. 





Untuk menjawab persoalan dari penelitian ini, maka perlu digunakan 
kerangka teori sebagai haluan dalam meneliti untuk memecahkan persoalan 
tersebut. 
Ada dua istilah dalam ajaran agama Islam yang sering digunakan yaitu 
Syari’at dan Fiqh. Syari’at adalah aturan-aturan yang berasal dari sumber hukum 
Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi umat Islam. Interpretasi dari Syari’at 
tersebut menimbulkan pemahaman yang berbeda sehingga menambah khazanah 
keilmuan dan dapat memudahkan seseorang dalam menjalankan Syari’at. 
Pemahaman Syari’at akan menimbulkan hukum yang berbeda-beda. 
Lahirnya mazhab di dalam Islam tidak terlepas dari pemahaman 
pencetusnya tentang suatu nas}h dan diikuti oleh pengikut yang mengamalkan 
pemahaman dari mazhab yang diyakininya. Di berbagai daerah atau Negara 
sekalipun, tidak serta merta sama dalam hal mazhab yang diperpegangi. 
Begitupula di Indonesia, secara empiris pengalaman dalam praktek ibadah, 
maupun dalam muamalah tidak lepas dari mazhab tersebut. Namun demikian, ada 
aturan hukum yang disusun tanpa memandang dari beberapa mazhab. Aturan 
tersebut adalah Hukum Kompilasi Islam. Hukum Kompilasi Islam disusun dan 
dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substantial yang mencakup hukum 
perkawinan, kewarisan.  
Warisan sangat erat kaitannya dengan keturunan, baik ia melalui 
perkawinan yang sah maupun tidak, di tetap disebut sebagai anak. Anak berhak 
mendapatkan nafkah, bimbingan, perawatan, perhatian dari orang tuanya 
meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.  
Warisan telah diatur di dalam hukum kompilasi Islam baik anak sah 





Pertama, anak yang lahir dari seorang ayah dan ibu yang dilarang untuk menikah 
karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang atau jika salah satu dari 
ayah atau ibu yang berada dalam perkawinan lain. Kedua, anak yang lahir dari 
seorang ayah dan ibu dimana keduanya tidak dilarang untuk menikah.   
M. Metodologi Penelitian 
Pada penelitian ini, untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metodologi penelitian dalam 
menelaah data kemudian mendeskripsikannya. 
Adapun metodologi penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Jenis dan sifat Penelitian 
a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library 
research atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan 
dengan mengumpulkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dan 
didapatkan dari kepustakaan untuk menyelesaikan penelitian seperti 




b. Sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan 
untuk menggambarkan sesuatu apa adanya secara mendalam dan 
terperinci. Dalam hal ini, penulis ingin mendeskripsikan, menjelaskan, 
menelaah mengenai kedudukan, status dan hak serta pandangan hukum 
Islam  tentang pewarisan anak luar nikah. 
2. Metode Pendekatan 
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Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan maksud 
membuktikan dalil tentang hak, kedudukan dan perspektif hukum Islam terhadap 
pewarisan anak luar nikah . 
Penggunaan pendekatan ini, tidak berarti mengabaikan pendekatan yang 
lain. oleh sebab itu, semua ilmu bantu yang relevan dengan penelitian ini dapat 
digunakan. 
3. Sumber data 
Sumber data dari penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer 
bertujuan untuk mengumpulkan data dari pengamatan pada objek secara langsung. 
a. Data primer dalam penelitian ini adalah dari bahan-bahan yang tertulis 
yang dipublikasikan melalui media cetak dalam bentuk buku, majalah, 
hasil-hasil penelitian dan dari media elektronik yang disajikan dalam 
bentuk website internet.  
b. Data sekunder bertujuan untuk memperoleh hasil-hasil penelitian yang 
relevan dan data yang didapat berupa dokumen lain yang erat kaitannya 
dengan pembahasan. 
c. Bahan tertier, yaitu bahan penunjang yang memberikan penjelasan dan 
petunjuk tentang data primer dan data sekunder seperti kamus umum, 
kamus hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan 
 
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam menyusun penelitian ini. 
Dalam hal ini, penulis akan melakukan pelacakan wacana melalui buku-buku, 





mencari informasi lainnya seperti catatan, transkrip, majalah, maka dilakukan 
langka-langkah sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan bahan-bahan yang terdapat dalam buku, dokumen, 
majalah, internet dan sebagainya. 
b. Menganalisa bahan-bahan atau data sehingga penulis dapat memberikan 
kesimpulan dari bahan yang dikaji. 
Adapun analisi data, ada beberapa langkah yang ditempuh untuk menarik 
kesimpulan, di antaranya adalah reduksi data, display data, verifikasi data. 
a. Reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemilahan, penyederhanaan, 
pemusatan perhatian, pengabstrakan data-data  supaya memudahkan dalam 
menarik kesimpulan. 
b. Display Data merupakan penyajian data secara seerhana berupa kata-kata, 
kalimat, naratif kumpulan informasi yang telah dikumpulkan dan ditarik 
kesimpulan yang tepat. Data yang sudah direduksi, dipilih kembali sesuai 
dengan kebutuhan peneliti. 
c. Verifikasi data merupakan penarikan kesimpulan dari data yang sudah di 
sajikan. Ini adalah proses akhir yang digunakan untuk memastikan bahwa 
data yang dianalisi tidak cacat dan akurat. 
N. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Setelah memaparkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 
dari penelitian tesis ini yang ingin dicapai adalah: 






b. Untuk mengetahui hak terhadap kewarisan anak luar nikah perspektif 
hukum Islam  
c. Untuk mengetahui perspektif hukum kewarisan Islam terhadap sistem 
kewarisan anak luar nikah  
d. Kegunaan Penelitian 
a. Secara Teoretis 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan khazanah keilmuan dan masukan atau sumbangsih 
pemikiran. Demikian pula bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui 
hukum kewarisan tentang anak luar nikah menurut hukum Islam. 
b. Secara Praktis 
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada berbagai pihak 
baik akademisi, praktisi hukum atau pihak-pihak yang terkait yang 






TINJAUAN TEORETIS TENTANG KEWARISAN 
J. Tinjauan Umum tentang Waris 
Waris merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat urgen untuk 
dipahami. Ini disebabkan karena berhubungan antara satu orang dengan yang 
lainnya dalam hal harta, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. 
Kata waris atau warisan berasal dari bahasa Arab َََِوْرًثاََ–ََيِرثَ ََ–ََوِرث–َ
ِمْيَراًثاَ-َاْرًثاَ–َِوَراَثةًَ  yang berarti kepemilikan harta setelah orang yang mewariskan 
meninggal.
16
 Ibn Fa>ris mengatakan bahwa maksud dari kata  َِوْرث adalah: 




 Sesuatu itu milik suatu kaum kemudian menjadi milik orang lain 
berdasarkan garis keturunan dan sebab. 
Sedangkan menurut al-Ra>gib al-As}faha>ni> warisan adalah:  
18اْنِتَقال َق ْنَيٍةَإِلَْيَكََعْنََغْيِرَكَِمْنََغْيِرََعْقٍدََوََلََماََيْجِرْيََمْجَرىَاْلَعْقدَِ  
Artinya: 
 Perpindahan kepemilikan harta dari orang lain tanpa ada akad dan tidak 
berlaku kebiasaan yang terjadi pada akad.  
Dari pengertian tersebut di atas, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa 
waris adalah ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan pembagian harta 
pusaka yang ditinggalkan kepada ahli waris. 
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Warisan dalam Islam disebut juga dengan fara>id}. Namun, Di kalangan 
ahli fiqih, kata wa>ris, wirs, atau mawa>ris jarang ditemukan. Mereka cenderung 
menggunakan kata fara>id} dalam menunjukkan ilmu yang berkaitan dengan 
pembagian harta peninggalan. Hal ini berdasarkan hadis nabi yang menggunakan 
kata fara>id{.
19
 Rasulullah saw bersabda: 
َثَناَ ََحدَّ :َ ََقاَل ، َاألََسِديُّ َالَقاِسِم َْبن  د  َحمَّ َم  َثَنا ََحدَّ :َ ََقاَل ََواِصٍل، َْبن  َاألَْعلَى ََعْبد  َثَنا َحدَّ
ََقاَلَ:ََقاَلَال َرْيَرَة ََعْنََشْهِرَْبِنََحْوَشٍب،ََعْنَأَِبْيَه  َثَناََعْوف  ََدْلَهٍم،ََقاَلَ:ََحدَّ َْبن  َفْضل 
ََفإِنِّْيَ َالنَّاَس ْوا ََوَعلِّم  َواْلَفَراِئَض َاْلق ْرآَن ْوا ََتَعلِّم  :َ ََوَسلََّم ََعلَْيِه َهللا  ََصلّى َهللِا ْول  َرس 
َ)رواهَالترمذي(  20َمْقب ْوض 
Artinya: 
 Abdul A’la> Ibn Wa>s}il berkata: Muhammad Ibn al-Qa>sim al-Asadiy 
berkata: al-Fadl Ibn al-Dalham berkata: ‘Auf dari Syahr Ibn Hausyab 
mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: Pelajarilah al-Qur’an dan ilmu waris dan ajarkan kepada orang-
orang.َ 
Secara bahasa kata fara>id} berasal dari kata ََفَرَض–ََ َفْرًضاَ–َيْفِرض   yang 
bemakna wajib, memberi, menentukan, menetapkan, memotong, menggali.
21
 Kata 
fara>id} adalah bentuk jamak dari kata  ََفِرْيَضة yaitu  ََفَراِئض yang mempunyai arti 
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ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan.
22
 Al-Jurnani mendefinisikan 
fara>id{ sebagai ilmu untuk mengetahui tata cara pembagian harta peninggalan 
kepada orang yang berhak menerimanya.
23
 
Para ulama fikih memberikan defenisi ilmu fara>id{ berbeda-beda, sebagai 
berikut: 
1. Penentuan bagian bagi ahli waris 
2. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam 
3. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka serta mengetahui dan 
kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.
24
 
Dari beberapa arti yang terkandung dalam kata فََرائِض menunjukkan 
keterkaitan makna. Di dalam ilmu fara>id{, ada kewajiban seorang ahli waris 
kepada mayit, kadar harta yang ditentukan dan ditetapkan bagiannya, pemotongan 
melalui pembagian wajib berupa harta kepada yang berhak menerimanya, 
penggalian dengan cara menghitung jumlah dari harta peninggalan yang akan 
didapatkan.   
K. Praktik Kewarisan Sebelum dan Setelah Islam Datang  
Sebelum Islam datang, hukum waris dipengaruhi oleh sistem sosial yang 
dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah yang brcorak kesukusan 
pada waktu itu, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan 
merampas jarahan. Sebagian dari mereka, mata pencahariannya adalah berdagang. 
Profesi tersebut sudah menjadi ciri dari masyarakat jahiliyah dan sudah menjadi 
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kultur atau budaya. Sistem hukum dan sosial yang berlaku berlandaskan kekuatan 
fisik, begitupula dalam hal hukum waris yang diberlakukannya.
25
 
Tradisi pembagian harta warisan pada zaman jahiliyah, berpegang teguh 
pada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur mereka, yaitu 
anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta 
peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal.
26
  
Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang 
meninggal, menurut masyarakat jahiliyah adalah laki-laki yang berfisik kuat dan 
mengalahkan musuh di setiap peperangan. Yang paling utama adalah kepentingan 




Pada zaman jahiliyah selain tidak mendapatkan peninggalan harta ahli 
warisnya, para wanita juga dapat diwariskan. Apabila perempuan ditinggal 
suaminya itu berparas cantik maka ahli waris akan menikahinya sehingga dapat 
menikmati perempuan tersebut jika ia berharta. Apabila perempuan itu tidak 
cantik maka ahli waris menikahkannya dengan laki-laki lain agar mendapatkan 
harta dari suaminya. Hal ini disebabkan karena suami istri tidak saling mewarisi.
28
 
Fakta sejarah mengungkapkan bahwa sebelum Islam datang, anak 
perempuan tidak mempunyai derajat sama sekali. Masyarakat jahiliyah 
menganggap bahwa anak perempuan tidak mampu untuk berperang dan dianggap 
sebagai kaum lemah sehingga anak perempuan mendapatkan perlakuan 
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diskriminatif, dikuburkan secara hidup-hidup, diperjual belikan dan dipindah-
pindahkan. Mereka disamakan layaknya barang atau harta yang bisa diwariskan. 
Adapun dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum Islam 
adalah: 
1. Pertalian kerabat 
2. Janji prasetia 
3. Pengangkatan anak atau adopsi 
Penyebab mendapatkan warisan adalah pertalian kerabat yaitu laki-laki 
yang kuat fisiknya
29
 yaitu yang sanggup mengendarai kuda, memerangi musuh 
dan merebut rampasan perang dari musuh. Konsekuensinya adalah wanita dan 
anak perempuan tidak mendapatkan bagian. Begitupun pula anak kecil laki-laki, 
walaupun ia tergolong sebagai laki-laki. Hal ini disebabkan anak kecil tidak 
sanggup berperang.
30
 Jadi yang berhak menerima warisan dari pertalian kerabat 
adalah anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan anak laki-laki dari paman.
31
 
Janji prasetia dijadikan sebagai dasar mendapatkan warisan pada zaman 
jahiliah. Perjanjian ini adalah simbol sendi-sendi kekuatan dan martabat kesukuan 
dapat dipertahankan. Caranya adalah seseorang berikrar kepada orang orang lain 
untuk saling mewarisi, apabila dikemudian hari, salah satu di antara mereka 
meninggal dunia
32
 maka yang hidup menjadi ahli waris atas harta peninggalan 
yang telah meninggal itu. Apabila dua orang bersumpah dan berjanji satu sama 
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Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang sudah sering 
dilakukan. Mereka mengangkat anak untuk diadopsi kemudian menyamakan 
status hukum anak angkat dengan anak kandung. Anak laki-laki orang lain 
diambil untuk dipelihara dan dimasukkan dalam keluarga ayah angkatnya. Karena 
statusnya sama dengan anak kandung maka ia bisa mewarisi harta peninggalan 
dari bapak angkatnya ketika ia meninggal sehingga berimplikasi anak kandung 
tidak bisa mewarisi harta peninggalan ayah kandungnya dan hubungan 
kekeluargaan ayah kandungnya menjadi terputus.
34
 
Pada permulaan perkembangan Islam tetap berlaku ketentuan menurut 
hukum adat Arab yang telah berlaku sebelumnya. Kemudian sesudah hijrah ke 
Madinah, berangsur-angsur diterapkan sebagai dasar untuk mewaris.
35
 Dasar-
dasar pewarisan yang digunakan meneruskan pada nilai-nilai lama, di samping 
ditambah dasar-dasar baru, sebagai berikut: 
a. Pertalian kerabat 
b. Janji prasetia36 
c. Pengangkatan anak (adopsi)  
d. Hijrah dari Mekah ke Madinah 
e. Persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan Anshar.37 
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Ketika menuju kesempurnaan Islam, dasar-dasar kewarisan yang menjadi 
syarat mendapatkan harta peninggalan pra Islam, mulia dibatalkan. Pada awalnya, 
hubungan darah yang berhak mendapatkan warisan adalah anak laki-laki, sudah 
tidak berlaku laki tetapi berlaku bagi semua yang mempunyai hubungan darah.
38
 
Hal ini berdasarkan firman Allah swt. QS. al-Nisa>/4: 7 
  ََ َ َ َ  َ   ََ  َ َ َ
   َ َ َََََ َ   ََََ  
Terjemahnya: 
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan 
kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, 
menurut bagian yang telah ditentukan.
39
 
Ketika wahyu turun kepada Rasulullah saw. berupa ayat-ayat tentang 
waris, pada saat itu, kalangan bangsa Arab merasa tidak puas dan keberatan. 
Mereka sangat berharap kalau saja hukum yang tercantum dalam ayat tersebut 
dapat dihapus (mansukh). Sebab menurut anggapan mereka, memberikan warisan 
kepada wanita dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat 
yang telah lama mereka amalkan dari nenek moyang mereka. 
Allah swt. menetapkan bahwa pernikahan tidak dapat berpindah melalui 
pewarisan kepada ahli waris, maka apabila seorang suami meninggal dunia, istri 
lebih berhak atas dirinya dan tidak seorang pun yang bisa mewarisi 




Adapun janji prasetia dinasakh oleh QS. al-Anfal/8: 75 
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 ََََ  َ ََ   َ ََ  َ
  َ َ َ َََََ ََ  َ َ  َََََ
Terjemahnya: 
 Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, 
maka orang itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai 
hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain 




Hubungan kewarisan berdasarkan janji diberi istilah oleh Hazairin dengan 
perjanjian pertolanan. Sayuti Thalib berpendapat bahwa ia lebih condong agar 
pembagian harta warisan yang berdasar pada janji diberikan penyelesaian berdasar 
atas wasiat. Penyelesaian yang semacam itu dapat memberikan dasar hukumnya. 
Dengan demikian, sebenarnya yang terjadi bukanlah pembagian warisan atau 
harta peninggalan, tetapi pengeluaran bagi wasiat sebelum dibagikan berdasarkan 
ketentuan hukum kewarisan. Cara penyelesaian ini diatur dengan ketentuan yang 
terdapat pada QS. al-Nisa>/4: 11.
42
 
Mempusakai dengan melaui adopsi juga dibatalkan, terdapat dalam QS. al-
Ahzab/33: 4-5 
 َ ََ  َ َ  ََ َََ َ  ََ  َ
 َ   ََ َ َ  َ  ََ ََ   ََََ
 َ َ َ  ََ  َ  ََ ََََ  َ َ
  َ َ   ََ َ   ََ َ  ََ  َ
   ََ َ َ َ ََََ َ َََََ
Terjemahnya: 
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 Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia 
tidak menjadikan istri-istrimuyang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia 
pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). 
Yang demikian itu hanyalah pekataan di mulutmu saja. Allah mengatakan 
sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah 
mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah 
yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, 
(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-
maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang 




Adapun maksud ayat ini secara umum adalah Allah memeberikan 
pernyataan bahwa anak yang diangkat oleh seseorang sebagai anak angkat 
menurut hukum adat Arab yang berlaku pada saat itu tidaklah berlaku lagi.
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Setelah ayat ini turun, kedudukan antara anak angkat dengan anak kandung tidak 
sama lagi. 
Hubungan mawaris dengan hijrah dihapus dengan QS. al-Ahzab/33: 6 dan 
QS> al-Anfal/8: 75 
  َ َ   َ َ ََ    َ   ََ  َ  َ   َ
 َ  ََََ َ  َ   ََ َ  ََ
 َ   َََ َََََ 
Terjemahnya: 
Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka 
sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang 
mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) 
di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang 
Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbauat baik kepada saudara-
saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah).
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Dengan turun ayat tersebut, maka saling mewarisi atas faktor hijrah 
menjadi tidak berlaku lagi. Ini menandakan bahwa hijrah dari Mekah ke Madinah 
                                                           
43
Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 602-603. 
44
Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, h. 11. 
45





bukan lagi menjadi dasar dapat menerima harta peninggalan jika salah satu di 
antara mereka meninggal. 
Rasullah saw. mempersaudarakan orang-orang tertentu sesamanya karena 
keperluan yang ada pada suatu waktu. Tindakan Rasulullah tersebut mulanya 
menjadi sebab mereka yang dipersaudarakan itu saling mewarisi. Kedudukan 
mawaris karena dipersaudarakan oleh Rasulullah saw. hal ini juga kemudian 
dihapus dengan QS. al-Ahzab/33: 6 dan QS. al-Anfal/8: 75.
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L. Dasar Hukum tentang Kewarisan 
Ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat di dalam al-Qur’an, 
hadis ijma dan ijtihad. Sejumlah ketentuan mengenai waris diatur secara jelas 
dalam al-Qur’an, sebagai berikut: 
1. QS. al-Nisa/4: 7 
  ََ َ َ َ  َ   ََ  َ َ َ
   َ َ َََََ َ   َ 
Terjemahnya: 
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan 
kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun 
banyak, menurut bagian yang telah ditentukan.
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2. QS. al-Nisa/4:11 
  َََ  َََ َ َ  ََ َ ََ َ  َ
  َ   ََ ََ ََ َ  َ ََ َ َ َ   َ
 َ  َ َ ََ َََ  َ َ َ ََ   َ َ  َ  ََ
 ََ َ  َ  َ ََ ََ َ َ َ َ  ََ َ
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  ََ َ َ  ََ  َََََََََ  َ
  ََََ 
Terjemahnya: 
Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki 
sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu 
semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka 
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu 
seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). 
Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta 
yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia 
(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua 
orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang 
meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. 
(Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau 
(dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak 
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
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3. QS. al-Nisa>/4:12 
َ ََ َ  َ ََ َ  َََ ََ ََ
 َ َ  َ ََ ََ ََ  َ َ ََ َ
 َ ََ ََ ََََ  َ َََ َ  َ  َ
 ََ ََ ََ َ َ ََََ َ َ َ
 َ  َ َ َ َ َ  َ َ َ ََ  َََ َ
 َ  َ  ََ  ََ ََ َ َََ  َ َ ََ َ
 ََََ َ َََ 
Terjemahnya: 
Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-
istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) 
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itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan 
setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta 
yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 
mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang 
kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan 
setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang , baik laki-laki maupun 
perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara 
perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 
seperenam harta. Akan tetapi,  jika mereka (saudara-saudara seibu) itu 
lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga 
itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) 
utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah 




4. QS. al-Nisa/4:176 
  َ ََ  ََ ََََ َ َ ََ َ َ
  َ َ َ  ََ َ َ ََ ََََ  َ َ َ   َ َ
َ ََ َ َ َ َ َ َ  َ َ  ََ ََ َ
 َ َََ  َ َ ََ 
Terjemahnya: 
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kala>lah). Katakanlah, "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kala>lah (yaitu)  jika seseorang meninggal 
dunia dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara 
perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang 
ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta 
saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi,  jika 
saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-
laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 
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dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu 
agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
50
 
Masih terdapat landasan hukum kewarisan di surah-surah lainnya dalam 
al-Qur’an yang penulis tidak sebutkan satu persatu. Selain itu, sejumlah 
ketentuan-ketentuan lainnya diatur di dalam hadis dan dalam ijma dan ijtihad para 
sahabat, imam mazhab dan para mujtahid lainnya. 
M. Rukun Warisan 
Rukun kewarisan ada tiga, yaitu: 
1. Orang yang memberikan warisan (muwarris) yang telah meninggal dunia dan 
ahli waris berhak mendapatkan harta peninggalannya setelah ia meninggal. 
2. Penerima warisan (Waris), yakni orang yang berhak mewarisi dengan sebab 
yang dijelaskan, seperti kekerabatan, nasab, perkawinan, dan sebagainya. 
3. Harta yang ditinggalkan (Maurus), yaitu benda atau sebagainya yang 
ditinggalkan oleh muwarris.
51
 Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan 
orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah 
Tarikah/Tirkah. Tirkah ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan 
diwariskan kepada ahli waris. Tentu saja hak-hak yang bersifat pribadi dan 
perorangan seperti hak mempunyai istri, tidak jatuh kepada ahli waris. Harta 
warisan ialah hak milik seseorang yang meninggal dunia, yang dapat 
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N. Syarat-Syarat Pewarisan 
Dalam hukum Islam, ada tiga syarat yang harus terpenuhi sehingga hal 
waris mewarisi dinyatakan ada, sehingga dapat memberikan hak kepada ahli 
waris, yaitu: 
1. Orang yang mewariskan (muwarris) benar telah meninggal dunia dan dapat 
dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila 
tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian 
harta kepada keluarga ketika ia hidup, tidak termasuk ke dalam kategori waris 
mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian yang disebut hibah.
53
 Menurut 
ulama, kematian muwarris dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu: mati 




2. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang 
mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hokum. Termasuk 
dalam pengertian hidup di sini adalah: 
a. Anak (embrio) yang hidup di dalam kandungan ibunya pada saat orang 
yang mewariskan meninggal dunia. 
b. Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiaannya, dalam 
hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih 
hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka 
bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris. Apabila dua 
orang mempunyai hubungan nasab meninggal bersamaan waktunya, atau 
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tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia, maka keduanya 




3. Tidak ada penghalang dalam mendapatkan warisan.56 
4. Telah benar diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris atau benar-benar 
diketahui bahwa ahli waris berhak mendapatkan harta warisan. Syarat 
keempat ini sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutaman di muka 
pengadilan walaupun telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.
57
 
O. Sebab-Sebab Pembagian Warisan 
ada beberapa kriteria seseorang menerima warisan, tidak serta merta ada 
kematian maka akan mendapatkan warisan, harus ada standar yang berlaku 
sehingga menjadi sebab mendapatkan pembagian warisan, yaitu: 
1. Hubungan Kekerabatan 
Kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah hubungan yang dekat dengan 
muwarris seperti anak, cucu, bapak, ibu, dan lain sebagainya, atau kerabat 
jauh seperti paman, saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. 
Hubungan kerabat yang paling dekat dialah yang paling banyak mendapatkan 
harta muwarris. Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-
laki saja, tetapi juga pihak wanita sama-sama berhak mendapatkan harta 
warisan. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara  mewariskan 
dengan yang mewarisi, kerabat itu dapat digolongkan kepada tiga golongan, 
yakni: 
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a. Furu’ yaitu anak turunan si mayit. 
b. Ushul yaitu leluhur(pokok) yang menyebabkan adanya si mayit. 
c. Hawasyi yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis 
menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu.
58
 
2. Hubungan Pernikahan 
Penyebab seseorang dapat mewarisi adalah disebabkan ikatan pernikahan. 
Namun suami istri dapat saling mewarisi, apabila hubungan pernikahan 
mereka memenuhi dua syarat. 
a. Pernikahan mereka sah menurut syariat Islam yakni dengan akad nikah 
yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika pernikahannya fasid atau batal, 
seperti pernikahan antara seorang laki-laki dengan wanita muhrimnya, 
atau pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang masih 
berstatus istri orang lain, maka mereka tidak bisa saling mewarisi 
sekalipun salah satu di antara mereka meninggal dunia. 
b. Masih berlangsung hubungan pernikahan, yakni hubungan pernikahan 
mereka masih berlangsung sampai saat kematian salah satu pihak suami 
atau istri, tidak dalam keadaan bercerai. Termasuk dalam pengertian 
masih berlangsung hubungan pernikahan, yaitu istri yang masih menjalani 
talaq raj’i. Selama suami atau istri masih dalam masa talaq raj’i 
kemudian meninggal dunia, maka suami atau istri yang hidup berhak 
mendapat bagian warisan. Berbeda jika terjadi talaq bain antara suami 
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3. Hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak itu tidak mempunyai 
ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan.
60
 Sebab ketiga 
ini sudah tidak berlaku lagi setelah Islam menghapuskan perbudakan. Secara 
otomatis hal waris mewarisi disebabkan dengan perbudakan dihapuskan. 
4. Karena Hubungan Agama Islam, yaitu apabila seorang meninggal dunia tidak 
meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada 




P. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya 
a) Macam-Macam Ahli  Waris 
Ahli waris dapat digolongkan menjadi ahli waris laki-laki dan perempuan. Ahli 
waris laki-laki adalah : 
1) Anak laki-laki. 
2) Anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. 
3) Bapak. 
4) Kakek. 
5) Saudara laki-laki kandung. 
6) Saudara laki-laki sebapak. 
7) Saudara laki-laki seibu. 
8) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung. 
9) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak 
10) Saudara bapak kandung. 
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11) Saudara bapak sebapak. 
12) Anak laki-laki saudara bapak kandung. 
13) Anak laki-laki saudara bapak sebapak. 
14) Suami. 
15) Budak laki-laki yang dimerdekakan.  
Sedangkan ahli waris perempuan adalah: 
a. Anak perempuan. 
b. Ibu. 
c. Anak perempuan dari anak perempuan. 
d. Nenek dari ibu terus ke atas. 
e. Nenek dari bapak terus ke atas. 
f. Saudara perempuan kandung. 
g. Saudara perempuan sebapak. 
h. Saudara perempuan seibu. 
i. Isteri. 
j. Budak perempuan yang dimerdekakan. 
2. Bagian para ahli waris 
Bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan dalam al-Qur‟an 
dinamakan furudul muqaddarah, yaitu : 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. 
1) Seperdua. 
Ahli waris yang mendapat bagian seperdua adalah : 
a) Suami, jika tidak ada keturunan yang mewarisi seperti anak, anak dari 
anak laki-laki isterinya yang meninggal itu, baik anak laki-laki ataupun 





b) Anak perempuan, jika seorang diri dan tidak ada ahli waris laki- laki. 
Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, jika : 
a) Ia tidak bersama cucu laki-laki dari pihka laki-laki. 
b) Ia hanya seorang diri. 
c) Tidak anak perempuan atau anak laki-laki. 
d) Saudara perempuan kandung, jika : 
e) Ia tidak bersama saudara laki-laki kandung. 
f) Ia hanya seorang diri. 
g) Si mayat tidak mempunyai ushul dan keturunan. Yang dimaksud 
ushul adalah laki-laki saja. Seperti : Bapak dan kakek. Sedangkan 
keturunan bisa laki-laki dan perempuan. 
Saudara perempuan sebapak, jika : 
c) Ia tidak bersama saudara laki-laki sebapak 
d) Ia hanya seorang diri. 
e) Mayat tidak mempunyai ushul dan keturunan. 
f) Tidak ada saudara perempuan kandung. 
2) Seperempat: 
Ahli waris yang mendapat seperempat adalah : 





perkawinan dengannya atau dari suami lain. 
b) Isteri, bila suami tidak mempunyai anak atau cucu terus ke bawah. 
3) Seperdelapan 
Ahli waris yang mendapat bagian seperdelapan adalah isteri, jika mayat 
mempunyai anak atau cucu. 
4) Dua pertiga. 
Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga adalah : 
a) Dua orang anak perempuan atau lebih, apabila tidak ada laki- laki yang 
berhak asabah yaitu anak laki-laki diantara anak-anak mayat. 
b) Dua anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih, jika: 
(1) Mayat tidak mempunyai anak. 
(2) Tidak ada anak perempuan sendiri. 
c) Tidak ada saudara laki-laki yang berhak asabah, seperti anak laki-lakinya 
laki-laki dalam derajat mereka. 
d) Dua saudara perempuan kandung atau lebih, jika : 
(1) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan, atau tidak ada bapak atau 
kakek yakni tidak ada ushul dan keturunan. 
(2) Tidak ada saudara kandung. 
(3) Tidak ada perempuan, atau anak perempuannya anak laki- laki 
seorangatau lebih. 





(1) Tidak anak, bapak atau kakek. 
(2) Tidak ada saudara laki-laki sebapak. 
(3) Tidak anak perempuan atau anak perempuan anak laki-laki, atau 
saudara laki-laki atau perempuan kandung. 
5) Sepertiga 
Ahli waris yang mendapat sepertiga adalah : 
a) Ibu, jika : 
b) Mayat tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. 
c) Mayat tidak mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, seorang atau 
lebih, sekandung atau sebapak atau seibu. 
d) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, dua orang atau lebih jika tidak ada 
anak, ayah atau kakek. 
6) Seperenam 
Ahli waris yang mendapat bagian seperenam adalah: 
a) Bapak, jika mayat mempunyai anak. 
b) Ibu, dengan syarat : 
(1) Mayit tidak mempunyai anak. 
(2) Atau beberapa orang saudara baik laki-laki atau perempuan (dua atau 
lebih) baik yang seibu, seayah ataupun seayah seibu. 
c) Seorang saudara perempuan seayah bila mayat mempunyai seorang 
saudara perempuan kandung. 
d) Seorang saudara seibu, laki-laki maupun perempuan dengan syarat tidak 





e) Kakek, jika tidak ada ayah dan anak. 
f) Nenek, jika tidak ada ayah kalau nenek itu ibu dari ayah dan tidak ada ibu 
kalau nenek itu ibu dari ibu. 
Seorang anak perempuan dari anak laki-laki dengan syarat : 
g) Kalau ia beserta seorang anak perempuan si mayit. 
h) Tidak ada saudara laki-laki. 
Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam al-Qur‟an disebut 
asabah, maksudnya adalah para ahli waris yang menerima sisa bagian setelah 
orang-orang yang mempunyai bagian (zawi al-furud) telah mengambil bagiannya. 
Asabah dibagi menjadi tiga macam: 
1. Asabahbi an-Nafsih artinya asabah itu bukan karena disebabkan adanya ahli 
waris lain, tetapi lain memang asalnya sudah menjadi ahli waris asabah, 
mereka adalah : 
a. Ayah, bila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. 
b. Kakek, demikian seterusnya ke atas dari pihak laki-laki jika tidak ada anak 
dan ayah. 
c. Anak laki-laki. 
d. perempuan dapat menjadi asabah karena bersama-sama anak perempuan 
atau cucu perempuan. 






Semua ulama sepakat bahwa pembunuhan dapat menghalangi seseorang 
untuk mendapatkan hak waris. Karena tujuan dari pembunuhan tersebut agar 
ia segera memiliki harta muwarris.
62
  
Rasulullah saw bersabda: 
 ليسَللقاتلَمنَالميراثَشيء.َ)رواهَالنساء(
Artinya:  
Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi. 
Seorang pembunuh tidak memperoleh warisan. Para ulama Syafi’iyah 
berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan ahli 
haris kepada pewarisnya merupakan penghala ia mendapatkan warisan.
63
 Jika 
seseorang membunuh ayahnya, saudaranya, anak laki-lakinya, anak 
perempuannya, ibunya, istrinya, atau kerabatnya, dia tidak memperoleh 
warisan dari si korban. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ahli 
fiqih mengenai jenis pembunuhan yang menghalangi seseorang memperoleh 
warisan.
64
 Oleh sebab itu pembunuhan dibedakan menjadi dua kelompok, 
yaitu: 
a. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum yaitu pembunuhan 
yang pelakunya tidak dinyatakan sebagai pelaku kejahatan. Dalam hal ini, 
dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: 
1) Pembunuhan musuh ketika dalam perang 
2) Pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati 
3) Pembunuhan dalam rangka menjaga jiwa, harta dan kehormatan. 
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b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hokum yaitu pembunuhan 
yang bertentangan dengan agama dan pelakunya dikenakan sanksi dunia 
dan/atau akhirat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah: 
1) Pembunuhan sengaja dan terencana, yaitu suatu pembunuhan yang 
pelaksanaannya ada unsur kesengajaan. Pelakunya akan dikenakan 
saksi dunia berupa hukuman mati dalam bentuk Qis}as berdasarkan 
QS. al-Baqarah: 2/178 dan/atau akhirat berupa neraka Jahannam 
berdasarkan QS. al-Nisa>: 4/92.    
2) Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang tidak terdapat unsure 
kesengajaan tetapi membuat orang terbunuh. Sanksi dunia berupa 
denda/diyat ringan yang harus diserahkan kepada keluarga korban, 
sedangkan sanksi akhirat bebas. 
3) Pembunuhan seperti sengaja 
4) Pembunuhan seperti tersalah. 
Dari dua jenis pembunuhan di atas, pelakunya mendapatkan sanksi 
dunia berupa denda/diyat ringan yang harus dibayarkan kepada 
keluarga korban. 
Selain dari jenis pembunuhan di atas, masih ada tujuan pembunuhan yang 
lain, yaitu: 
1) Pembunuhan untuk memutus silaturahmi 
2) Pembunuhan dengan tujuan mempercepat proses berlakunya kewarisan 
3) Pembunuhan dengan tujuan kejahatan atau kemaksiatan.65 
2. Beda Agama 
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Seseorang terhalang untuk mewarisi, apabila antara ahli waris dan muwarris 
berbeda agama. Misalnya, ahli waris beragama Islam sedangkan muwarris 
beragama Kristen atau sebaliknya.
66
 Atau seorang muslim menikah dengan 
wanita Yahudi atau Nasrani, kemudian salah satunya meninggal maka wanita 
Yahudi atau Nasrani tersebut tidak dapat mewarisi harta suaminya yang 




Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak 
mewarisi harta orang Islam. 
3. Perbudakan 
Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapatkan warisan 
karena seorang budak dan segala yang dimilikinya merupakan milik tuannya. 
Jika ditetapkan bahwa budak laki-laki mendapat warisan dari harta istrinya 
yang merdeka, tentu semua yang didapatkannya akan berpindah tangan dan 
menjadi milik tuannya. Artinya, seolah-olah warisan tersebut telah diberikan 
kepada tua budak tersebut sehingga terjadilah pewarisan yang tidak berdasar 
pada ikatan pernikahan atau nasab. Begitu juga dengan seorang budak 
perempuan. Jika ia bisa mendapatkan warisan harta suaminya yang merdeka, 
tentu semua yang ia dapatkan dari suaminya itu akan menjadi milik tuannya. 
Itu berarti sesuatu itu diwariskan kepada orang lain tanpa adanya sebab-sebab 
yang menjadikan seseorang be
67
rhak menerima warisan. 
                                                           
66
Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, h. 15. 
67
Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan 





4. Berlainan Negara 
Jika ditinjau dari Negara tempat tinggal, maka dapat diklasifikasikan menjadi 
dua, yaitu: 
a. Belainan Negara antara Negara non Muslim. 
Menurut pendapat Abu Hanifah dan sebagai ulama Hanabilah, 
sebagaimana yang dikutip oleh Haeruddin dalam buku Ilmu Waris 
karangan Fatchur Rahman bahwa berlainan Negara antara Negara-negara 
non Muslim dapat menghalangi mendapatkan warisan karena terputusnya 
‘ismah dan tidak ada hubungan pertalian. Memberikan harta pusaka 
kepada orang yang berlainan Negara sama halnya memberikan harta 
pusaka kepada musuhnya atau musuh keluarganya. 
b. Berlainan Negara antar orang Islam. 
Berlainan Negara antar orang Islam tidak menjadi penghalang 
mendapatkan harta pusaka. Hal ini dikarenakan Negara-negara Islam 
tersebut dianggap Negara kesatuan. Hubungan kekuasaan (‘ismah) antar 
Negara Islam tidak terputus bahkan terjalin solidaritas antar warga 
negaranya antara satu dengan yang lainnya. Meskipun setiap Negara 




5. Adapun hijab dibagi menjadi dua golongan yaitu : 
a. Hijab Nuqsan, yaitu halangan yang dapat mengurangi bagian ahli waris yang 
telah tertentu. Misal suami kalau tidak ada anak mendapat seperdua tetapi bila 
ada anak mendapat seperempat. 
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b. Hijab Hirman, yaitu halangan yang dapat menghalangi ahli waris untuk 
menerima bagiannya. Hijab hirman dibagi menjadi dua yaitu : 
1) Hijab hirman bi al-wasfi, yaitu yang menghalang-halangi ahli waris karena 
adanya suatu sebab seperti karena membunuh, perbedaan agama dan lain-
lain. 
2) Hijâb hirman bi as-syakhsi, yaitu yang menghalang-halangi ahli waris 
untuk menerima bagian karena adanya ahli waris yang lain. Umpamanya 
cucu atau saudara si mati tidak dapat menerima warisan kalau si mati 
mempunyai anak. 
Ahli waris yang tidak dapat terhijab hirman bi as-syakhsi adalah : 
a) Ayah. 
b) Anak laki-laki. 
c) Anak Perempuan. 
d) Suami atau Isteri. 
e) Ibu. 
Adapun ahli waris yang terkena hijab hirman bi syakhsi adalah sebagai 
berikut : 
a) Kakek, terhijab oleh ayah. 
b) Nenek, terhijab oleh ibu. 
c) Cucu dan seterusnya ke bawah terhijab oleh anak laki-laki. 






2) Anak laki-laki. 
3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
e) Saudara perempuan kandung terhijab oleh : 
1) Ayah. 
2) Anak laki-laki. 
3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
f) Saudara laki-laki seayah terhijab oleh : 
1) Ayah. 
2) Anak laki-laki. 
3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
4) Saudara laki-laki atau perempuan kandung. 
g) Saudara perempuan seayah terhijab oleh : 
1) Ayah. 
2) Anak laki-laki. 
3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
4) Saudara laki-laki atau perempuan kandung.69 
h) Saudara laki-laki seibu terhijab oleh : 
1) Ayah. 
2) Anak laki-laki. 
3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
4) Anak perempuan. 
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5) Cucu perempuan dari anak laki-laki. 
i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung terhijab oleh: 
1) Ayah. 
2) Anak laki-laki. 
3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
4) Kakek. 
5) Saudara laki-laki kandung. 
6) Saudara laki-laki seayah. 
7) Saudara perempuan kandung. 
8) Saudara perempuan seayah. 
j) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah terhijab oleh : 
1) Ayah. 
2) Anak laki-laki. 
3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
4) Kakek. 
5) Saudara laki-laki kandung. 
6) Saudara laki-laki seayah. 
7) Saudara perempuan kandung. 
8) Saudara perempuan seayah. 
9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. 
k) Paman kandung terhijab oleh: 
1) Ayah. 
2) Anak laki-laki. 






5) Saudara laki-laki kandung. 
6) Saudara laki-laki seayah. 
7) Saudara perempuan kandung. 
8) Saudara perempuan seayah. 
9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. 
10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 
l) Paman seayah dengan ayah terhijab oleh : 
1) Ayah. 
2) Anak laki-laki. 
3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
4) Kakek. 
5) Saudara laki-laki kandung. 
6) Saudara laki-laki seayah. 
7) Saudara perempuan kandung. 
8) Saudara perempuan seayah. 
9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. 
10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 
11) Paman (saudara laki-laki kandung ayah). 
m) Anak laki-laki dari paman kandung dengan ayah terhijab oleh : 
1) Ayah. 
2) Anak laki-laki. 
3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
4) Kakek. 
5) Saudara laki-laki kandung. 





7) Saudara perempuan kandung. 
8) Saudara perempuan seayah. 
9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. 
10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 
11) Paman (saudara laki-laki kandung ayah). 
12) Paman seayah. 
n) Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah terhijab oleh : 
1) Ayah. 
2) Anak laki-laki. 
3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
4) Kakek. 
5) Saudara laki-laki kandung. 
6) Saudara laki-laki seayah. 
7) Saudara perempuan kandung. 
8) Saudara perempuan seayah. 
9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. 
10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 
11) Paman (saudara laki-laki kandung ayah). 
12) Paman seayah. 
13) Anak laki-laki dari paman kandung dengan ayah.70 
R. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
 Disebutkan sebelumnya bahwa materi hukum KHI hanya terbagi dalam 
tiga bidang, yaitu; Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum 
Perwakafahn. Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 
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kami jelaskan selanjutnya mengenai hukum kewarisan KHI adalah sebagai 
berikut: 
 Pada hukum kewarisan pertama diatur dalam ketentuan umum adalah 
ketentuan yang berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris yaitu 
beragama Islam dan karenanya masalah harta warisannya harus diselesaikan 
sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam. Dalam pasal 171 huruf “a” KHI, 
hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan 
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kewarisan 
berfungsi menggantikan kedudukan si meninggal dalam memiliki dan 
memanfaatkan harta miliknya. Biasanya pengganti ini dipercayakan kepada 
orang-orang yang banyak memberikan bantuan pelayanan, pertimbangan dalam 
mengemudikan bahtera hidup berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta 
demi pendidikan putera-puterinya seperti suami isteri. Kepercayaan terhadap harta 
peninggalan itu juga dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjungjung 
martabat dan nama baiknya serta selalu mendoakan setelah ia meninggal seperti 
anak-anak keturunannya. Di samping itu juga harta peninggalannya dipercayakan 
kepada orang-orang yang telah banyak melimpahkan kasih sayang, menafkahinya, 
mendidik dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya. Mereka 




 Pasal 174 dan 171 huruf “c” kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya 
dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubunga 
darah dan hubungan perkawinan. Sedang dalam pasal 173 di atur tentang 
                                                           
71
M. Ridwan Idra, Hukum Waris di Indonesia BW dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: 





terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya 
berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Kemudian mengenai anak angkat 
yang juga di harapkan sesuai dengn ketentuan hukum Islam anak angkat tidak 
mewarisi orang tua angkatnya.
72
 Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan 
bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain. 
a. Perawis  
 Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan 
meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli 
waris dan harta peninggalan (pasal 171 huruf “b” KHI). Atas dasar ijbari, maka 
pewaris menjelang meninggal tidak menentukan siapa yang akan mendapatkan 
harta yang ditinggalkannya, seberapa bear dan bagaimana cara pemindahan hak, 
karena semuanya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur’an. Kewenangan 
pewaris untuk bertindak atas harta-hartanya terbatas pada jumlah sepertiaga dari 
hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang 
dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiaanya adalah untuk menjaga 
tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh 
Allah swt. mengenai keberadaan pewaris secara garis besar dijelaskan dalam Al-
Qur’an bahwa mereka adalah para orang tua dan karib kerabat.
73
 
b. Harta warisan 
 Menurut pasal 171 huruf “e” KHI, disebutkan bahwa harta warisan adalah 
harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk 
keperluaan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah 
(tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dalam pengertian pasal 
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diatas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan 
oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-
haknya (pasal 171 huruf “d” KHI). Dengan arti lain dapat dikatakan harta 
peninggalan adalah apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat 
kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan 
dimiliki ahli waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak 
orang lain di dalamnya.
74
 
 Keberadaan pasal 171 huruf “e” KHI telah menghapuskan keraguan dalam 
kalangan ummat Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, 
sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati dalam hukum perkawinan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974. Menurut pasal 85 KHI: Adanya harta 
bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik 
masing-masing suami atau isteri. Karenanya sejak berlangsungnya perkawinan 
dengan sendirinya terbentuk harta bersama antara suami isteri. Prinsip ini 
bersumber dari ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
yang menyatakan: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
bersama, sehingga sepenuhnya prinsip ini melekat dalam bab XIII KHI yang 
mengatur bukan saja menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjadikan hukum 
harta terpisah dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam.
75
  
c. Ahli waris 
 Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan 
tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 huruf “c” 
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KHI). Dalam batasan pengertian ahli waris tersebut dapat di jelaskan bahwa yang 
berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan drah atau 
hubungan perkawinan dengan pewaris.  
d. Pembagian warisan 
Pembagian warisan dalam hukum islam menganut beberapa asas 
kewarisan, antara lain: 
1) Asas Ijbari 
2) Asas Bilateral 
3) Asas Individual 
4) Asas Keadilan Berimbang 
5) Asas Kewarisan Akibat Kematian 
6) Asas Personalitas Keislaman 
 Adapun dalam persoalan mengenai pembagian warisan dapat dicatat 
beberapa hal penting, yaitu: 
1. Pembagian Warisan Dengan Cara Damai 
 Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal 
kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian 
hukum Islam berlaku secara ijbari. Hal ini berarti peralihan harta dari seseorang 
yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut 
ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli 
warisnya. Namun, hal tersebut oleh KHI tidaklah dipergunakan secara mutlak. 
Pasal 183 KHI menyatakan bahwa: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan 
perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari 
bagiannya. Cara tersebut memang ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa 





sisi menginginkan penyelesaian warisan ketentuan dengan nash/syar’i, tetapi 
dalam kenyataannya mereka membagi bahkan dengan cara hibah berdasar 
perdamaian, dan kadang dilakukan ketika pewaris masih hidup. Yang demikian 
Ahmad Rofiq berpendapat bahwa cara penyelesaian berdasar perdamaian tidak 
secara otomatis dapat dikatakan sebagai sikap mendua, karena selain perdamaian 
merupakan term qur’ani (QS. An-Nisa (4): 128, Al-Anfal (8) : 1, Al-Hujurat (49): 
9, 10), juga efektif untuk meredam untuk terjadinya konflik intern keluarga akibat 
pembagian harta benda (warisan) tersebut.
76
  
 Sehingga menaik apa yang dinasehatkan oleh Umar Ibnu Al-Khattab 
kepada akum muslimin agar di antara pihak yang mempunyai urusan dapt 
memilih cara damai. Perdamaian dapat tetap berpegang pada bagian yang telah 
ditentukan atau boleh menyimpang dari ketentuan tersebut dengan syarat sebelum 
dibicarakan penyimpangan pembagian, kepada seluruh ahli waris terlebih dahulu 
dijelaskan dengan terang berapa bagian yang sebenarnya berdaarkan ketentuan 
hukum kewarian Islam. Apabila mengandung cacat pemaksaan, tipu muslihat dan 
salah sangka tentang furudhul muqaddarah, maka kesepakatan pembagian tidak 
sah dan tidak mengikat serta pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut 
pembatalan kesepakatan pembagian tersebut. Dengan demikian, meskipun KHI 
membenarkan kebolehan penyelesaian pembagian melalu cara perdamaian, 




2. Pembagian Harta Warisan 
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 Pasal 187 KHI menyatakan: “(1) bilamana pewaris meninggalkan harta 
peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat 
ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan, dengan tugas: (a) 
mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak 
maupun tidak bergerak yang kemudian yang disahkan oleh para ahli waris yang 
bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang, (b) menghitung jumlah 
pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan paal 175 ayat (1) sub a, b, 
dan c; (2) sisa pengeluaran dibagikan kepada ahli waris yang berhak. 
 Para ahli waris, baik secara bersama-sama atau perorangan dapat 
mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukakn 
pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui 
permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui 
pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Pada prinsipnya 
pembagian warisan semacam ini didasarkan pada musyawarah antar ahli waris 
yang berhak mewarisi. Ini sejalan dengan cara yang pertama, yaitu pembagian 
dengan cara damai. 
3. Penggantian Kedudukan, Mawali atau Plaatsvervulling 
 Mengenai ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 KHI, yaitu: “(1) 
ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya 
dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, dan 
(2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi  dari bagian ahli waris yang 
sederajat dengan yang diganti.” Ketentuan ini boleh jadi merupakan 
penjewantahan dari gagasan Hazairin yang dicatat dalam sejarah hukum Islam di 
Indonesia sebagai yurisprudensi atau ahli hukum yang gigih memperjuangkan 





mawali yang dikemukakan Hazairin mirip dengan syi’ah, yang menempatkan 
cucu garis perempuan sebagai ahli waris.
78
 
 Dari satu sisi pemberian bagian kepada ahli waris Zawi Al-Arham, dekat 
dengan wasiat wajibah dalam hukum waris Mesir, Syiri’ah, dan juga Maroko. 
Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam diperkecil lingkupnya sehingga 
wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan anak angkat. Melihat ini 
nampaknya KHI telah mengakomodasi cara pemberian bagian warisan dengan 
penggantian kedudukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang 
disebut Plaatsvervulling. 
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TINJAUAN TENTANG PERNIKAHAN DAN ANAK 
S. Pengertian Pernikahan 
Dalam ajaran Islam, pernikahan berarti suatu perjanjian yang mengikat 
perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri. Lembaga 
Perkawinan disyariatkan oleh Islam berdasarkan Kitab Suci al-Quran, Hadits 
Rasulullah s.a.w.dan Ijma/consensus para ulama Islam.
79
 
Pernikahan yang sah adalah adanya seorang wali dari calon isteri ketika 
menikah dengan pengantin pria dan dua orang saksi. Mahar wajib diberikan 
kepada calon isteri semata untuk kepentingannya. Mahar tidak harus berbentuk 
benda tertentu, tetapi bisa merupakan ayat-ayat suci al Qur’an, yang mempunyai 
arti. Pada dasarnya kata-kata mahar dari sumber yang sama Muhr yang artinya 
Stemple. Maka Mahar itu artinya stempel yang mensahkan/mengabsahkan 
perkawinan itu. Perkawinan merupakan lembaga yang suci dapat dibuktikan dari 
tata cara melangsungkannya, tata hubungan suami isteri, cara melakukan dan 
menyelesaikan perceraian yang pokok-pokok pengaturannya yang dilakukan oleh 
Nabi Muhammad saw. Q.S. al-Nisa 4/1: 
  َ َ   َ َ َ  َ َ  َ َ   َ َ  َ  َ
  َ َ  َ ََ َََ ََ  ََ َََ
  َ  ََ 
Terjemahnya: 
 Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 
(Hawa) dari (dirinya) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 
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dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan 
kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
80
 
T. Anak Luar Nikah 
1. Pengertian Anak Luar Nikah  
Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan 
luar nikah”. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 
keturunan kedua. Anak berarti manusia yang masih kecil. selain itu, terdapat 
pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada 




Dalam al-Qur’an terdapat berbagai-macam kata yang mengandung arti 
anak. Kendati tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata walad, hafadah, 
dzurriyah,  ibn, dan bint. Kata walad digunakan sebagai adanya hubungan 
keturunan, sehingga kata walid berarti ayah kandung. Berbeda dengan kata ibn, 
yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan.
82
 Kata Ibn bisa berarti anak 
kandung atau anak angkat. Demikian halnya kata ab (ayah), bisa berati ayah 
kandung atau ayah angkat. Kata bint merujuk kepada anak perempuan, bentuk 
jamaknya banat.  
Al-Qur’an juga menggunakan kata dzurriyah untuk menyebut anak cucu 
atau anak keturunan, dan menggunakan kata hafadah dipakai untuk menunjukkan 
pengertian cucu, baik cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain.
83
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Adapun nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 




Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-




Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam adalah anak 
yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak 
luar nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah anak zina atau anak li’an. 
Para fuqaha’ merumuskan zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang 
bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan.
86
 
Zina bisa diartikan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan 
tanpa ikatan pernikahan. Tidak memandang apakah salah satu dari kedua belah 
pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum pernah 
menikah sama sekali.
87
 Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah 
adalah anak yang tidak sah menurut ketentuan agama.
88
 Berikut adalah yang 
termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain: 
1. Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang 
dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan 
seorang laki- laki secara sah. 
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2. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi 
terjadinya kehamilan itu di luar perkawinannya, yaitu: 
a. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan 
sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan. 
b. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya 
kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.
89
 
Berdasarkan uraian di atas, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir 
akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena, itu hukum Islam memandang 
kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan 
tenggang masa mengandung. Kapan dan di mana anak itu dilahirkan.
90
 Apabila 
dalam pernikahan seorang suami menduga adanya hubungan perzinaan istrinya 
dengan orang lain, untuk memecahkan problema ini dalam ilmu fiqh dikenal 
dengan nama li’an. 
U. Syarat Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan 
Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan juga menentukan syarat-syarat lain untuk sahnya 
perkawinan. Syarat-syarat lain itu dapat dibedakan menjadi
91
: 
1. Syarat materil  
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Syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang 




a. Syarat Materi Umum 
Merupakan syarat mengenai diri pribadi seseorang yang akan 
melangsungkan perkawinan. Syarat materil umum ini terdiri dari
93
: 
1) Persetujuan bebas 
Dalam perkawinan, kedua calon suami-istri harus setuju atau sepakat 
untuk mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan. 
Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan 
kedua calon mempelai. 
2) Syarat usia/umur 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) batas usia melangsungkan 
perkawinan bagi pria sekurang-kurangnya 19 tahun sedangkan bagi 
wanita sekurang-kurangnya 16 tahun. 
3) Tidak dalam status perkawinan 
Pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik 
Indonesia no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 3 ayat (1) dalam 
suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri 
dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun 
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terdapat pengecualian atas hal tersebut, yaitu apabila terdapat hal-hal 
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 
yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada 
seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana 
tersebut, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah 
tempat tinggalnya. Pengadilan yang dimaksud hanya memberikan izin kepada 
suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : 
a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 
b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan. 
c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
2. Syarat waktu tunggu 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Pasal 11 menentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus 
perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka waktu yang 
dimaksud disini adalah jangka waktu yang harus dipenuhi oleh seorang 
wanita yang putus perkawinannya untuk dapat menikah lagi dengan laki- 
laki lain. Dengan demikian, sebelum jangka waktu tunggu itu berakhir, 






b. Syarat materil khusus 
Merupakan syarat mengenai diri pribadi seseorang terkait dengan dengan 
izin kawin serta larangan untuk melangsungkan perkawinan. Izin kawin ini 
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, pasal 6. Pasal tersebut menentukam bahwa : 
1) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin 
kedua orang tuanya untuk dapat melangsungkan perkawinan. 
2) Jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih 
dahulu atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin cukup 
diperoleh dari orang tuanya yang masih hidup atau yang mampu 
menyatakan kehendak. 
3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu 
menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari orang yang 
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam 
garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih dan dalam keadaan 
dapat menyatakan kehendak. 
4) Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam huruf a, b 
dan c di atas maka izin dapat diberikan oleh pengadilan dalam daerah 
hukum tempat tinggal calon suami-istri atas permohonan mereka. 
3. Syarat formal 
Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan 
perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai 
pelaksanaan perkawinan.
94
 Syarat-syarat formal tersebut antara lain 
adalah: 
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a. Pemberitahuan tentang akan dilangsungkannya perkawinan 
Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan dilakukan 
oleh mempelai atau orang atau walinya secara lisan ataupun tertulis 
kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan dimana perkawinan itu 
dilangsungkan. Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 






5) Tempat kediaman calon mempelai; 
6) Nama istri atau suami terdahulu (dalam hal salah satu atau 
kedua calon mempelai pernah menikah) serta nama kecil 
dan/atau nama keluarga. 
b) Penelitian 
Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak 
melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu meneliti apakah 
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi atau 
belum dan apakah terdapat halangan perkawinan bagi mereka untuk 
melangsungkan perkawinan. 
c) Pencatatan 
Setelah melakukan penelitian, pegawai pencatat menulis hasil 
penelitian dalam daftar yang diperuntukan untuk itu. Apabila terdapat 





calon mempelai atau kepada orang atau wakil calon mempelai. 
d) Pengumuman 
Apabila syarat-syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan 
telah terpenuhi maka pegawai pencatat mengumumkan tentang 
pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan tersebut. 
Pengumuman dilakukan dengan cara menempelkan surat 
pengumuman ditempat yang sudah ditentukan untuk itu dan mudah 
dibaca oleh umum. 
e) Pelangsungan Perkawinan 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan 
baru dapat dilangsungkan setelah 10 hari diumumkannya niat untuk 
melangsungkan perkawinan, kecuali dalam hal adanya dispensasi 
karena suatu alasan yang penting.
95
  
f) Penandatanganan akta perkawinan 
Penandatanganan akta perkawinan dilakukan segera sesaat 




Fuqaha sependapat bahwa anak-anak itu tidak dipertalikan nasabnya 
kepada  ayahnya,  kecuali  yang  terjadi  pada  zaman  Jahiliyah,  seperti yang 
diriwayatkan Umar bin al-Khaththab r.a. meskipun di kalanngan sahabat masih 
diperselisihkan. 
Penetapan asal usul anak dalam prespektif hukum Islam memiliki arti yang 
sangat penting, karena dengan penetapan inilah dapat diketahui hubungan mahram 
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(nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak 
yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi 
ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. 
Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan 
ayahnya jika terlahir dari perkawinan yag sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar 
perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut 
dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki 
hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak 
sebenarnya membicarakan anak yang sah. 
Tampaknya fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas 
berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak diketemukan definisi yang 
jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi 
ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits, dapat diberikan batasan, anak sah. Kendatipun 
fikih Islam tidak memberikan definisi yang tegas tentang anak yang sah, namun 
para ulama ada mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah.  
Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari 
salah satu diantara tiga sebab, yaitu (1) dengan cara al-Firasy, yaitu bedasarkan 
kelahiran karena adanya perkawinan yang sah; (2) dengan cara iqrar, yaitu 
pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan 
menyatakan bahwa anak tersebut adalah ankanya; (3) dengan cara bayyinah, yakni 
dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak 
betul si polan. 
Apabila terjadi perkawinan antara suami dan isteri secara sah, kemudian 
istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari 





a. Istri melahirkan sebelum masa kehamilan, 




Semua mazhab yang empat (Mazhab Hanafi, Malikiy, Syafi’I dan 
Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil luar nikah itu tidak memiliki nasab dari 
pihak laki- laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki 
yang mezinahinya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu 
anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di 
luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami 
atua pun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak. Hal ini berdasarkan sabda 
Rasulullah : “Anak itu bagi (pemilik) firasy dan bagi laki-laki pezina adalah batu 
(kerugian dan penyesalan). 
Firasy adalah tempat tidur dan disini maksudnya adalah si istri yang 
pernah digauli suaminya atau budak wanita yang telah digauli tuannya, keduanya 
dinamakan firasy karena si suami atau si tuan menggaulinya atau tidur 
bersamanya. Sedangkan makna hadits tersebut yakni anak itu dinasabkan kepada 
pemilik firasy. Namun karena si pezina itu bukan suami maka anaknya tidak 




Perlu diketahui bahwa kata al-hajar yang dimaksudkan dalam hadits ini 
ialahal-khaibah, artinya sesuatu yang tak ada nilainya. Ada yang berpendapat 
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bahwa yang dimaksudkan dengan al-hajar adalah rajam. Ibn Atsir berkta bahwa 
hal ini benar, karena tidak semua pezina dihukum rajam. 
Rasulullah telah menjadikan kerugian dan penyesalan bagi si laki-laki 
pezina, yaitu maksudnya tidak ada nasab bagi si laki-laki pezina, sedangkan 
penafian (peniadaan) nasab itu adalah murni hak Allah Subhannahu wa Ta’ala. 
Ibnu Abdil Barr berkata, Nabi bersabda, “Dan bagi laki-laki pezina adalah 
batu (kerugian dan penyesalan)? Maka beliau menafikan (meniadakan) adanya 
nasab anak luar nikah di dalam Islam. 
Anak baru dihubungkan nasabnya kepada ayahnya apabila ia dilahirkan 
dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak hasil zina (di luar pernikahan) atau dia 
biasa disebut anak haram tidak bisa dihubungkan nasabnya dengan ayahnya. Dia 
hanya bernasab kepada ibunya (Ilhaq al-walad li ummihi).
99
 
Syara’ telah menetapkan anak zina kepada ibunya dan diakui darahnya 
dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan anatar anak itu 
dengan ayahnya. Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik 
materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirknnya dan keluarga ibunya 
itu. Berkenaan dengan batas maksimal masa kehamilan, jumhur ulama telah 
menetapkannya selama enam bulan. 
Dalam surat al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secar kumulatif, jumlah 
mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surat Luqman 
dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 bulan (24 bulan). Jadi masa hamil 
yang paling sedikit adalah 30 puluh bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam 
bulan. 
Informasi ini diberikan oleh Ibn Abbas dan disepakati para ulama yang 
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menafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu 
mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa 
setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun empat 
bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24=6 bulan di dalam kandungan. 
Pendapat ini agaknya disepakati oleh ahli fikih yang diperoleh dengan 
menangkap dalil isyarah al-Qur’an. Bahkan Wahbah al-Zuhailiy menyebutnya 
sebagai satu bentuk pengambilan hukum yang sahih. 
Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya 
adapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir 
sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 
‘iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. 
Mengenai tenggang waktu ini di antara ahli fikih yang berpendapat 
seorang anak lahir setelah melampui tenggang ‘iddah sesudah perkawinan 
terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa 
kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami isteri itu. 
Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu 
maksimum selama empt tahun, asal saja ayat bahwa dalam waktu emapat bulan 
tadi ibunya tidak ada mengeluarkan kotoran.
100
 
Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa 
perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan 
bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memilki 
hubungan nasab dengan ibunya saja. 
Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada 
kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang 
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tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah. 
Sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, kedudukan hukum, yaitu yang 
berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak 
menguntungkan padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan 
dosa orang-orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak luar nikah, baik yang 
lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun dari hasil perbuatan zina 
diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar mereka 
adalah berasal dari orang-orang yang beragama Islam. 
Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan “istilhag” 
atau “iqrar” yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap 
seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik 
aank tersebut tidak diketahui asal-usulnya. Pengakuan anak di luar nikah mirip 
dengan pengakuan anak sebagaimana yang di atur dalam BW yang sering disebut 
dengan anak wajar. 
Menurut Taufiq, anak wajar adalah anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian anak wajar dipakai 
untuk dua pengertian, yaitu dlaam arti luas mencakup semua anak luar kawin yang 
disahkan dlam arti sempit hanya mencakup anak yang lahir akibat verspel dan 
insect. 
Disebutkan sebelumnya bahwa materi hukum KHI hanya terbagi dalam tiga 
bidang, yaitu; Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafahn. 
Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat kami jelaskan 
selanjutnya mengenai hukum kewarisan KHI adalah sebagai berikut: 
 Pada hukum kewarisan pertama diatur dalam ketentuan umum adalah 





beragama Islam dan karenanya masalah harta warisannya harus diselesaikan 
sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam. Dalam pasal 171 huruf “a” KHI, 
hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan 
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kewarisan 
berfungsi menggantikan kedudukan si meninggal dalam memiliki dan 
memanfaatkan harta miliknya. Biasanya pengganti ini dipercayakan kepada 
orang-orang yang banyak memberikan bantuan pelayanan, pertimbangan dalam 
mengemudikan bahtera hidup berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta 
demi pendidikan putera-puterinya seperti suami isteri. Kepercayaan terhadap harta 
peninggalan itu juga dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjungjung 
martabat dan nama baiknya serta selalu mendoakan setelah ia meninggal seperti 
anak-anak keturunannya. Di samping itu juga harta peninggalannya dipercayakan 
kepada orang-orang yang telah banyak melimpahkan kasih sayang, menafkahinya, 
mendidik dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya. Mereka 




 Pasal 174 dan 171 huruf “c” kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya 
dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubunga 
darah dan hubungan perkawinan. Sedang dalam pasal 173 di atur tentang 
terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya 
berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Kemudian mengenai anak angkat 
yang juga di harapkan sesuai dengn ketentuan hukum Islam anak angkat tidak 
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mewarisi orang tua angkatnya.
102
 Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan 
bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain. 
e. Perawis  
 Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan 
meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli 
waris dan harta peninggalan (pasal 171 huruf “b” KHI). Atas dasar ijbari, maka 
pewaris menjelang meninggal tidak menentukan siapa yang akan mendapatkan 
harta yang ditinggalkannya, seberapa bear dan bagaimana cara pemindahan hak, 
karena semuanya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur’an. Kewenangan 
pewaris untuk bertindak atas harta-hartanya terbatas pada jumlah sepertiaga dari 
hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang 
dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiaanya adalah untuk menjaga 
tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh 
Allah swt. mengenai keberadaan pewaris secara garis besar dijelaskan dalam Al-
Qur’an bahwa mereka adalah para orang tua dan karib kerabat.
103
 
f. Harta warisan 
 Menurut pasal 171 huruf “e” KHI, disebutkan bahwa harta warisan adalah 
harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk 
keperluaan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah 
(tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dalam pengertian pasal 
diatas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan 
oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-
haknya (pasal 171 huruf “d” KHI). Dengan arti lain dapat dikatakan harta 
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peninggalan adalah apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat 
kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan 
dimiliki ahli waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak 
orang lain di dalamnya.
104
 
 Keberadaan pasal 171 huruf “e” KHI telah menghapuskan keraguan dalam 
kalangan ummat Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, 
sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati dalam hukum perkawinan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974. Menurut pasal 85 KHI: Adanya harta 
bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik 
masing-masing suami atau isteri. Karenanya sejak berlangsungnya perkawinan 
dengan sendirinya terbentuk harta bersama antara suami isteri. Prinsip ini 
bersumber dari ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
yang menyatakan: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
bersama, sehingga sepenuhnya prinsip ini melekat dalam bab XIII KHI yang 
mengatur bukan saja menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjadikan hukum 
harta terpisah dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam.
105
 
V. Macam-macam anak 
Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah 
maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik 
itu sebagai suaminya atau tidak.
106
  
Hasanyn Muhammad Makluf membuat terminolgi anak zina sebagai anak 
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yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. 
Hubungan suami istri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan 
badan (senggama/wathi’) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan 
memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.
107
  
KUHPerdata membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak 
luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 
perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah 
anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Hal 
ini dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan 
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun demikian, dalam pasal ini 
tidak disebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau 
tidaknya seorang anak. Adapun seorang anak yang dilahirkan dari suatu 




Apabila perzinaan itu benar terjadi maka akan menghasilkan apa yang 
dinamakan anak hasil zina, dan dalam islam dinamakan anak hasil mula’anah. 
Dan sudah barang tentu ditolak oleh ayahnya, karena dianggap bukan anak dari 
darah dagingnya. Dengan gelaran anak zina saja sudah cukup membuat sedih anak 
tersebut, apalagi kemudian muncul masalah lainnya seperti nasab, pewarisan, 
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Di dalam hukum adat terdapat bermacam-macam anak, yaitu anak sah, 
anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak yang lahir diluar perkawinan. Oleh 
karena pengertian yang berbeda-beda itu, maka sebaiknya diuraikan sesuai dengan 
hasil klasifikasi, yaitu : 
1. Anak sah 
Ialah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang menurut hukum masing- 
masing agama dan kepercayaannya. 
2. Anak kandung 
Ialah anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan ayah biologisnya. 
3. Anak angkat 
Ialah seorang anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun ia diambil, 
dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga 
antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu 
hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak 
kandung sendiri. 
4. Anak tiri 
Ialah anak kandung istri janda atau dari suami duda yang mengikuti tali 
perkawinan. 
5. Anak yang lahir di luar perkawinan 
Ialah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau 
anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan 
perkawinan yang sah. 





a. Anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat 
larangan untuk kawin. 
b. Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab- 
sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika sah satu dari ayah ibu 
di dalam perkawinan dengan orang lain.
110
  
W. Undang-Undang Tentang Hak Anak 
Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan anak, dalam hal ini anak 
luar kawin. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 
34 menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan 
anak- anak terlantar. Ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945 tersebut di atas ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
Pengertian kesejahteraan anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak 
tersebut di atas adalah anak yang dapat dijamin pertumbuhan dan 
perkembangannya dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial.
111
 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, pasal 2 
merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: 
 Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan 
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan 
khususnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 
a) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi 
warga Negara yang baik dan berguna. 
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b) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam 
kandungan maupun sesudah dilahirkan. 
c) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan 
wajar. 
d) Anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar kawin, 
pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah ibunya dengan maksud antara anak 
e) Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubunngan yang tidak 
sah. Dan anak li’an adalah anak secara hukum tidak dinasabkan kepada 
bapaknya, setelah suami isteri saling meli’an dengan sifat tuduhan yang jelas. 
X. Kriteria Anak Luar Nikah 
Kriteria anak luar nikah adalah sebagai berikut: 
1. Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh salah satu orang 
atau kedua ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terikat 
dalam ikatan pernikahan pernikahan lain. 
2. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam masa iddah setelah 
perceraiannya, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan 
suaminya. 
3. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam proses perceraian 
(masih dalam ikatan pernikahan), sebagai hasil hubungan dengan laki-
laki yang bukan suaminya. 
4. Anak yang lahir dari seorang ibu yang ditinggal suaminya lebih dari 300 
hari dan tidak diketahui sang suami sebagai anaknya. 






6. Anak yang dilahirkan dari orang tuanya akibat hukum negara tidak dapat 
melangsungkan pernikahan. 




8. Anak yang dibenihkan dan di ahirkan di luar perkawinan yang sah yang 
dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah.
113
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D. Status dan Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam 
Dalam al-Qur’an, anak dapat disebut dengan kata aulad bentuk jamak dari 
walad yang berarti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, laki-laki maupun 
perempuan, besar atau kecil, tunggal atau banyak, karena jika anak belum lahir 
belum dapat disebut walad tetapi disebut dengan janin bermakna al-mastur yang 
artinya tertutup dan al-Kafy yang bermakna yang tersembunyi di dalam rahim.
114
 
Telang disinggung sebelumnya bahwa anak di dalam hukum Islam secara 
garis besar terbagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak tidak sah atau anak zina 
atau anak luar nikah. Kedudukan anak itu sah atau tidaknya tergantung dari akad 
kedua orang tuanya. Akad yang menjadi tolok ukur anak tersebut dianggap anak 
sah. 
Pengertian anak sah menurut hukum Islam sebagaimana anak itu adalah 
suatu pemberian dari Allah swt yang aptut disyukuri setiap insan yang beriman 
dan diperoleh melalui perkawinan yang sah karena adanya penggabungan antara 
anak laki-laki dan perempuan melalui perkawinan yang sah. Maka secara otomatis 
dapat menghasilkan anak sah. 
Selanjutnya, sahnya seorang anak yang dilahirkan menurut hukum Islam 
adalah: 
1. Seorang anak yang lahir selama enam bulan dari hari-hari perkawinan tidak 
sah kecuali ayahnya mengakui bahwa anak yang lahir itu adalah anaknya. 
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2. Seorang yang sudah enam bulan dari hari perkawinan adalah sah kecuali 
ayahnya tidak mengakuinya.
115
 Hal ini dikuatkan dengan pendapat Imam 
Syafi’i yaitu Jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan 
anaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak yang lahir itu 
sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja. Pendapat 
Imam Syafi’i berbeda dengan gurunya yaitu Imam Malik mengenai anak luar 
nikah. Imam Malik berpendapat bahwa anak lahir di luar nikah itu tetap 
dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah, apapun kondisi 
kelahirannya. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan dalam memaknai 
lafadz firasy dalam hadis Nabi saw: anak itu bagi pemilik tilam dan bagi 
penzina adalah hukum rajam. Mayoritas ulama memaknai term firasy 
menunjukkan arti perempuan (ibunya) sebagai ibarat dari tingkah iftirasy 
(duduk berlutut). Namun ada yang mengartikan sebagai laki-laki 
(bapaknya).
116
 Hal ini berdasarkan hadis: 
، َعن  اب ِن ِشَهاٍب، َعن  ع ر َوَة،  ثـََنا اللَّي ث  ثـََنا قـ تَـي ـَبة ، َحدَّ ا هَ نـ  عَ  اهلل   يَ ضِ رَ  ةَ شَ ائِ عَ  ن  عَ َحدَّ
َعَة ِف  غ اَلٍم، فَـ  مَ صَ تَ اخ   ت  الَ ا قَ هَ نَـّ أَ  ا ا يَ ذَ هَ :  د  ع  سَ  الَ قَ َسع د  ب ن  َأِب  َوقَّاٍص َوَعب د  ب ن  َزم 
 د  ب  عَ  الَ قَ وَ  .هِ هِ بَ  شَ ىَل إِ  ر  ظ  ان   ه  ن  ابـ   ه  نَّ أَ  َلَّ إِ  دَ هِ ، عَ اصٍ قَّ وَ  ِب  أَ  ن  ب   ةَ بَ ت  ع   ي  خِ أَ  ن  اب   اهللِ  لَ و  س  رَ 
 اهللِ  ل  و  س  رَ  رَ ظَ نَ فَـ  .هِ تِ دَ ي  لِ وَ  ن  مِ  ِب  أَ  اشِ رَ ى فِ لَ عَ  دَ لِ و   اهللِ  لَ و  س  ا رَ يَ  ي  خِ ا أَ ذَ هَ  :ةَ عَ م  زَ  ن  ب  
 د  لَ وَ ، ال د  ب  ا عَ يَ  كَ لَ  وَ ه   الَ قَ ، فَـ ةَ بَ ت  ع  ا بِ ن  يـ  ا بَـ ه  بَـ ى شَ أَ رَ فَـ  ،هِ هِ بَ  شَ ىَل إِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ ي  لَ عَ  ى اهلل  لَّ صَ 
تَ ر  جَ احل َ  رِ اهِ عَ ل  لِ وَ  اشِ رَ فِ ل  لِ   .ط  قَ  ة  دَ و  سَ  ه  رَ تَـ  م  لَ . فَـ ةَ عَ م  زَ  تَ ن  بِ  ةَ دَ و  ا سَ يَ  ه  ن  مِ  ِب  جِ . َواح 
Artinya: 
Qutaibah menceritakan kepada kami, al-Laits menceritakan kepada kami, 
dari Ibn Syihab, dari Urwah, dari Aisyah ra. Sesungguhnya telah berkata: 
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Sa’ad Ibn Abu Waqqas} dan Abd Ibn Zam’at berebut tentang seorang 
anak laki-laki, Sa’ad berkata: ini wahai Rasulullah adalah anak saudara 
laki-laki saya bernama ‘Utbah Ibn Abu Waqqas}, dia berpesan kepadaku 
bahwa dia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya, sedang ‘Abd Ibn 
Zam’ah berkata: anak ini adalah saudaraku wahai Rasulullah, dia 
dilahirkan di atas kasur ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah saw. 
mencermati kemiripannya dan melihat kemiripan dengan ‘Utbah, namun 
beliau kemudia bersabda: anak laki-laki ini untukmu ya Abd Ibn Zam’ah, 
anak bagi pemilik ranjang da bagi pezina adalah batu, dan terhijablah 
engkau dari dia wahai Saudah Bint Zam’ah. Aisyah berkata: maka anak 
laki-laki itu tidak pernah melihat Saudah selama-lamanya. 
Aswadi Syukur  menyebutkan bahwa para fuqaha menetapkan masa tenggang 
kandungan yang terpendek adalah 180 hari. Seluruh mazhab fikih, baik 
mazhab Syi’ah maupun Sunni sepakat bahwa batas minimal kehamilan enam 




3. Seorang anak yang lahir setelah terputusnya perkawinan adalah sah jika 




4. Soedaryo Soimin mengatakan bahwa dalam hukum Islam, anak yang sah 
dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan dengan perhitungan 177 hari 
semenjak pernikahan orang tuanya. Tidak peduli apakah anak itu lahir 
sewaktu orang tuanya masih terikat dengan pernikahan ataukah sudah 
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berpisah karena wafatnya si suami atau karena perseraian di masa hidupnya. 




Sedangkan menurut R. Wirjono Prodjodikoro, hukum Islam menentukan 
tenggang yang sekurang-kurangnya harus ada antara waktu kawin si istri 
ditambah lahir si anak, dan lagi suatu tenggang selama-lamanya harus ada antara 
putusnya perkawinan dan lahirnya si anak. Tenggang yang sekurang-kurangnya 
antara kawin si ibu dan lahir si anak adalah enam bulan sedangkan tenggang yang 
selama-lamanya harus ada antara putus perkawinan dan anak lahir adalah 
tenggang iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari. 
Beberapa orang yang beragama \Islam mengartikan bahwa apabila seorang 
perempuan setelah putus perkawinannya tidak mendapat menstruasi selama lebih 
dari masa tenggang iddah tadi, dan kemudian melahirkan anak, maka anak ini 
masih dianggap sebagai anak sah dari perkawinan yang putus tadi. Dalam hal ini 
ditentukan tenggang waktu selama empat tahun.
120
  
Untuk lebih menyakinkan bahwa anak yang lahir itu adalah anak yang sah 
atau anak zina atau anak luar nikah maka perlunya menghitung masa tenggang 
kandungan. Enam bulan merupakan batas minimal bayi dimulai dari saat akad 
nikah dilangsungkan. Ini berdasarkan firman Allah swt. QS. al-Ahqaf/46:15 
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  َ َ َ ََ  َ  َ   َ َ   ََ   َ  َ
 َ  ََ  َ َ  َ َ   َ  ََََ  َ َ َ
 َ َ  َ َ َ  َ َ  َ َ  َ   َََ
   ََ ََ  َ َ َ  َََََ
Terjemahnya: 
 Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. 
Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya 
dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama 
tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 
empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah 
petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah engkau 
anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh 
yang engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak 




Dan di dalam QS. Luqman/31:14  
  َ َ َ  َ  َ  َ َ  َ ََ َ َ  َ
َ ََ  َََ 
Terjemahnya: 
Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 
orang tuanya.  Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah- tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat kami,) 
“bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu”. Hanya kepada-
Ku (kamu) kembali.122 
Menurut Ibn Abbas dari dua ayat di atas menafsirkan bahwa ayat pertama 
menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 (tiga 
puluh) bulan. Sedangkan ayat yang kedua menerangkan bahwa menyapih bayi 
setelah disusukan secara sempurna membutuhkan waktu selama dua tahun atau 
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dua puluh empat bulan. Ini berarti bayi membutuhkan 30-24 bulan = 6 bulan 
dalam kandungan. 
Sedangkan batas maksimal masa kehamilan menurut Imam Malik adalah 
lima tahun. Imam Syafi’i memberikan batasan selama 4 tahun, sedangkan 
Hanafiyah memberikan batasan selama dua tahun. Terlepas dari perbedaan masa 
kehamilan, ternyata pada umumnya masa kehamilan berkisar antara Sembilan 
bulan sampai satu tahun.
123
 Ada pula yang berpendapat usia maksimal janin dalam 
kandungan adalah satu tahun bulan Qamariah dan ada pula satu tahun Syamsiah. 
Al-Laits Ibn Sa’ad menetapkan usia janin dalam kandungan paling lama tiga 
tahun. Menurut Ety Farida Yusup dalam mengutip pendapat Ibnu Rusyd bahwa 
penentuan tersebut semuanya merupakan fakta empiris.
124
 
Oleh karena itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan tidak bisa 
dihubungkan nasabnya atau kekerabatannya kepada ayahnya meskipun dalam 
perkawinan yang sah sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab 
dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pendapat semacam ini, boleh jadi terasa 
kaku, tetapi apabila semua pihak konsisten dengan gagasan al-Qur’an yang 
mengedepankan aspek moral, tentu akan dapat disadari dan dimaklumi.
125
  
Hanya anak yang lahir dari perkawinan yang sah saja secara legal, formal 
yang diakui sebagai anak sah. Dalam konteks ini tidak ada permasalahan hukum 
yang menjeratnya. Karena, standar menjadi anak yang sah melalui perkawinan 
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 Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya 
hubungan mahram (nasab) dengan ayahnya.
127
 
Anak luar nikah hanya menerima sesuatu yang tidak baik. Ia menjadi 
korban dari sesuatu yang tidak bisa ia terima. Masyarakat mempunyai pandangan 
tersendiri mengenai hal yang baik maupun yang buruk. Begitupun pula, 
pandangan masyarakat terhadap anak luar nikah yang tidak jelas asal-usulnya. 
Anak tersebut termarginalkan dan menjadi korban dari perbuatan kotor orang 
tuanya. 
Anak luar nikah tidak mempunyai nasab dari ayahnya dan di lain pihak 
anak tersebut merupakan titipan Allah swt yang tidak berdosa. Nasab merupakan 
elemen penting dalam maqa>s}id syari>’ah yang harus dipelihara. Kemurnian 
unsur nasab dalam Islam sangat vital karena dalam masyarakat terdiri dari struktur 
keluarga, baik pewarisan maupun pernikahan dan sebagainya yang meliputi 
perdata dalam Islam. Itulah sebabnya, dalam agama Islam sangat menjujung 
tinggi perkawinan yang sah karena zina dapat berdampak buruk bagi kedua orang 
tua yang melakukan dan anaknya akan menanggung beban mental atau stigma 
negatif di lingkungan sekitar sehingga anak tersebut tidak bertumbuh kembang 
dengan baik dan jiwa sosialnya semakin rapuh karena merasa terkucilkan. 
Selain dari pada itu, menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Ali 
Mohtarom memberikan alasan zina dijadikan sebagai tindak pidana, yaitu: 
1. Zina dapat menghilangkan nasab dan secara otomatis menyia-nyiakan harta 
warisan ketika orang tuanya meninggal. 
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2. Zina dapat menularkan penyakit kelamin yang menular dan berbahaya  
kepada yang melakukannya dan anaknya. 
3. Zina merupakan salah satu sebab terjadi pembunuhan, karena rasa cemburu 
merupakan rasa yang pernah ada pada semua umat manusia. 
4. Zina dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan meruntuhkan 
eksistensinya. 




Ada tiga cara dalam memperoleh nasab sebagai anak sah yaitu: pertama, 
pernikahan yang sah. Kedua, dengan pernikahan fasid yaitu seorang lain-laki lain 
dengan seorang wanita yang tidak diketahui bahwa wanita itu saudara 
kandungnya sendiri atau saudara sesusuan, maka anak itu sah dan dinasabkan 
seperti perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sesudah akadnya segera 
diganti oleh kakak atau kembarannya sehingga terjadi pergaulan dan setelah itu 
hamil maka anak itu dinasabkan kepada kedua orang tuanya dan dianggap sebagai 
anak sah. Ketiga, melalui hubungan badan dengan syubhat. Sahnya seorang anak 
tergantung akad yang diucapkan oleh seorang laki-laki yang akan menjadi 




Dalam kitab al-Fiqh al-Islami> wa Adillatuh, Wahbah al-Zuhaili> 
menerangkan bahwa ada tiga cara untuk menetapkan asal usul anak, sebagai 
berikut: 
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Pertama adalah pernikahan yang sah merupakan awal terjadinya hubungan 
nasab bagi anak keturunan. Hubungan darah pada dasarnya harus diawali dengan 
hubungan atau dengan akad menurut hukum Islam. Sekalipun kedua orang tua 
nanti bercerai, anak keturunannya tetap dianggap sebagai anak sah.  
Kedua, dengan pengakuan garis nasab atau keturunan (Isba>t al-Nasab bi 
al-Iqra>r). Istilah ini juga dalam ilmu fiqih sering diistilahkan dengan istilha>q. 
Istilha>q adalah pengakuan nasab seorang ayah kepada anaknya. 




Pembahasan tentang status dan kedudukan anak luar nikah dengan orang 
tua biologisnya dalam hukum Islam menimbulkan persoalan di kalangan ulama 
fikih. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah anak perempuan hasil dari 
pernikahan itu dapat dinikahi atau tidak oleh ayah biologisnya. Sebab ia tidak 
mempunyai hubungan nasab dengan anak biologisnya. Maka yang bersangkutan 
akan terbebas dari larangan menikah dengan calon pasangan yang masih memiliki 
hubungan nasab, kerabat semenda, dan pertalian dan persusuan.
131
 
Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa laki-laki (ayah 
biologis) boleh menikahi anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, 
keponakan perempuan hasil pernikahannya, karena perempuan-perempuan 
tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya. Maka yang 
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bersangkutan akan terbebas dari larangan menikah dengan calon pasangan yang 
masih memiliki hubungan nasab, kerabat semenda, dan pertalian persusuan.
132
  
Persoalan baru muncul ketika kalimat disematkan kepada anak luar nikah 
atau akibat perkawinan sah. Persoalannya adalah apabila seorang ibu yang hamil 
kemudian dinikahi oleh seorang lak-laki yang bukan menghamilinya, maka 




Hal ini bisa terjadi karena dalam hukum Islam disebutkan bahwa wanita 
hamil dapat dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Term “dapat” ini mempunyai 
makna yang tersirat bahwa suatu hari nanti, seorang perempuan yang sedang 
hamil dapat dinikahi oleh seorang laki-laki lain yang bukan dari orang 
menghamilinya. Di sisi lain, ini merupakan langkah yang ditempuh oleh pihak 
keluarga atau sebagai menutup aib (malu keluarga) wanita yang terlanjur hamil 
sementara laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab,
134
 
meninggal atau tidak diketahui sama sekali ayah biologis dari anak tersebut 
disebabkan oleh pemerkosaan. 
Meita Djohan OE dalam mengutip pendapat H. Herusko mengatakan 
bahwa, ada banyak faktor penyebab terjadinya anak luar nikah, di antaranya 
adalah sebagai berikut: 
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1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak 
mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak 
mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain. 
2. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan 
dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau 
kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain. 
3. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak 
diketahui, misalnya akibat korban pemerkosaan. 
4. Anak yang lahir dari seorang wanita, dalam masa iddah perceraian, tetapi 
anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan 
suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh 
keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan anak 
tersebut kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. 
Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak 
mempunyai ‘iddah. Menurut mereka wanita yang berzina tidak ditentukan 
ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah syar’i. 
karena ‘iddah itu disyariatkan untuk memelihara keturunan dan menghargai 
sperma. Dalam hal ini sperma zina tidak dihargai, dengan alasan tidak 
ditetapkannya keturunan keturunan anak zina kpada ayah biologisnya tetapi 
kepada ibunya.
135
   
5. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk 
menentukan lain. Misalnya, dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup 
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tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak 
tersebut dianggap sebagai anak luar nikah atau anak zina. 
6. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku 
ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya warga Negara 
Indonesia (WNI) dan warga Negara asing (WNA) tidak mendapatkan izin 
dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu di 
antara mereka telah mempunyai istri tetapi mereka tetap campur dan 
melahirkan anak. Anak ini juga disebut dengan anak luar nikah. 
7. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi anak tersebut tidak mengetahui 
sama sekali kedua orang tuanya. 
8. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di Kator Catatan Sipil 
dan/atau Kantor Urusan Agama (KUA). 
9. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut 
agama dan kepercayaannya serta tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil dan 
Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.
136
 
Telah jelas bahwa kedudukan anak dalam perspektif hukum Islam sangat 
penting. Karena dengan ini, penetapan nasab atau hubungan kekerabatan atau 
mahram antara anak dengan ayahnya menjadi anak yang mempunyai status dan 
kedudukan sehingga mendapatkan hak di dalam hukum Islam. Berbeda halnya 
dengan anak luar nikah, meskipun pada hakikatnya, anak yang lahir berasal dari 
sperma yang dibenihkan dari seorang laki-laki dan sejatinya sebagai ayahnya. 
Menurut Hukum Islam meskipun nantinya ayah biologisnya dengan 
ibunya, antara anak hasil zina tersebut dengan ayah biologisnya tetap tidak 
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mempunyai hubungan nasab. Dengan demikian, di antara mereka tidak boleh 
saling mewarisi. 
 
E. Hak Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam 
Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa setiap anak yang dilahirkan 
memiliki kedudukan yang baik dan terhormat. Seorang anak yang dilahirkan dari 
ibunya dalam keadaan suci dan bersih. Jadi sama saja, anak yang dilahirkan 
tersebut berasal dari pernikahan yang sah atau di luar pernikahan yang sah, sebab 
anak tidak menanggung dosa orang tuanya. Kesalahan yang terjadi antara kedua 
orang tuanya adalah ditanggung oleh mereka berdua. Anak luar nikah adalah 
manusia biasa dan normal yang berhak mendapatkan hak hidup sama seperti 




Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan 
syaratnya serta tidak adanya hal-hal yang menyebabkan pernikahan menjadi 
terlarang. Jika telah terjadi pernikahan yang sah maka anak yang dilahirkan akan 
mendapatkan hak-haknya sebagai anak sah. Anak dari pernikahan yang sah 
mempunyai lima hak, yaitu: 
1. Hak nasab, agar anak terjaga dari kehinaan, kesia-siaan, dan selamat dari cela. 
2. Hak susuan, agar anak terjaga dari kelaparan dan kehausan yang dapat 
menyebabkan kematian. 
3. Hak nafkah, pemberian nafkah ini berlaku selama anak belum bisa mandiri 
dengan ekonominya. 
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4. Hak h{ad{a>nah, hingga anak dapat mandiri sendiri dengan segala ilmu dan 
budi pekerti. 
5. Hak perwalian, atas diri dan hartanya hingga punya kecakapan sendiri.138 
Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa tidak ada ketunggalan hukum 
dalam nasab, sebab hukum Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan 
perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah. Demikian juga terhadap anak 
yang lahir di luar nikah atau zina patut diberikan perlindungan sebab anak tersebut 
tidak berdosa, yang berdosa adalah orang tuanya. Anak terlahir dalam keadaan 
suci dan tidak membawa dosa turunan walaupun ia terlahir sebagai anak zina. Hal 
ini senada dengan fatwa Majelis Ulama Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan 
anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Yang menjadi landasan hukum adalah 
berdasarkan firman Allah swt. QS. al-Fa>t}ir/35:15 
َ َ َ َ   ََ ََ  ََ   ََ  ََ  ََ َ
َ  ََ َ َ ََ َ   َ َ ََ  َ َ
 ََ  ََََ  ََ 
Terjemahnya:ََ 
Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang 
yang (dibebani dengan) dosa yang  berat (lalu) memanggil (orang lain) 
untuk memikul bebannya itu Tidak akan dipikulkan sedikitpun meskipun 
(yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat 
engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya 
(sekalipun) tidak melihat-Nya dan mereka yang menegakkan salat. Siapa 
yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan 
dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali.
139
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Berdasarkan ayat di atas, anak hasil zina pun harus diberlakukan seperti 
manusia lainnya secara manusiawi. Diberi pendidikan, pengajaran dan 
keterampilan untuk bekal hidupnya di masa depan. Tanggung jawab mengenai 
segala keperluan anak tersebut, baik materi maupun spiritual adalah ibunya yang 
melahirkan dan keluarga ibunya.
140
 
Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil 
zina dan perlakuan terhadapnya muncul sebagai akibat atau respon terhadap 
putusan Mahkamah Konstitusi tentang kasus anak luar nikah yang merupakan 
bentuk dikabulkannya permohonan seorang mantan istri seorang pejabat kelas 
atas era orde baru
141
 yaitu Machica Mochtar. 
Machica Mochtar menguji pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 dalam UU 1 
tahun 1974tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa 
anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya. 
 Setelah melalui serangkaian pemeriksaan uji materil, maka permohonan 
Machica Mochtar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 17 Februari 2012. 
Berkenaan dengan itu, seluruh anak di luar nikah di Indonesia mempunyai 
hubungan perdata dengan ayah biologisnya.
142
 Dan mendapatkan perlindungan 
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hukum sebagai keputusan Mahkamah Konstitusi pada uji materi Undang-undang 
No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat 1.
143
    
Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 sejalan dengan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata pasal 280 yang menerangkan bahwa pengakuan 
terhadap anak di luar kawin menimbulkan hubungan perdata antara anak itu 
dengan ayah atau ibunya.
144
 
Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak di luar nikah bukan hanya 
berdasarkan persoalan pewarisan. Ada yang lebih primer yaitu kebutuhan dan 
pemeliharaan dari orang tuanya karena anak berhak mendapatkan hal tersebut. 
Pada masa pertumbuhannya, mulai sejak dilahirkannya sampai menjelang dewasa, 
anak memerlukan nafkah hadhanah yang layak sehingga ia dapat bertahan hidup 
sedangkan persoalan warisan akan ditentukan setelah ia beranjak dewasa.
145
 
Namun, respon yang dikeluarkan oleh MUI mengenai fatwa MUI No. 11 
tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, 
memutuskan ketentuan hukum: 
1. Anak hasil zina tidak mempunyai nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dari 
laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. 
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dari 
ibunya dan keluarga ibunya. 
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang 
yang menyebabkan kelahirannya. 
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4. Pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang untuk menjaga 
keturunan yang sah. 
5. Pemerintah berhak menjatuhkan hukuman takzir hukuman pezina yang 
mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk: 
a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut 
b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. 
Hukuman yang dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan 




Kedudukan seorang anak yang berstatus sebagai anak yang lahir di luar 
pernikahan menimbulkan beberapa akibat hukum yang melekat padanya, yakni: 
1. Hak mengetahui asal usul. Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan untuk 
mempunyai keturunan sehingga anak yang lahir mempunyai status sebagai 
anak sah yang mempunyai orang tua. Asal usul anak dapat diketahui dengan 
bukti akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Apabila akte kelahiran atau alat 
bukti lainnya tidak ada, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan 
tentang asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan 
bukti-bukti yang sah. Berdasarkan ketetapan Pengadilan Agama tersebut, 
instansi pencacatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan 
Agama tersebut mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
147
 
Hanyasaja, di dalam akte kelahiran anak luar nikah tidak tercantum nama 
ayahnya tetapi hanya nama ibunya.  
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2. Hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua. Pada prinsipnya, 
seorang anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan. Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 28 B menyatakan bahwa setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini sebagai wujud untuk 
mengembangkan aspek intelektual anak. Namun, beban memberikan 
pendidikan dan pengajaran dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya 
karena anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya 
bukan pada ayahnya. 
3. Hak nafkah. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan 
ibunya, maka hal yang berhubungan dengan pemberian nafkah hanya 
ditanggung oleh pihak ibu dan keluarga ibu. Sehingga tidak ada kewajiban 
bagi ayah biologis dalam pemberian nafkah kepada anak tersebut. Namun 
pada kenyataannya, ada yang memberikan nafkah kepada anak biologisnya, 
ini merupakan tanggung jawab sebagai ayah biologis berdasarkan 
kemanusiaan bukan secara tanggung jawab hukum sehingga anak luar nikah 
tidak berhak menuntut nafkah dari ayah biologisnya.
148
 
4. Hak perwalian. Jika hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah lahir 
anak perempuan dan setelah dewasa ia ingin menikah, ayah biologisnya tidak 
berhak menikahkan anak biologisnya.
149
 Jika hal tersebut terjadi, maka syarat 
menjadi wali menurut hukum Islam tidak terpenuhi. Secara otomatis, 
nikahnya menjadi tidak sah. Apabila nikahnya tidak sah, maka sama saja ia 
melakukan perbuatan zina. Karena ketidak tahuan seorang ayah biologisnya 
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tentang hak perwalian bagi anak luar nikah atau anak dari hasil perbuatan 
zina sehingga ayah biologisnya menjadi wali nikah terhadap anak 
perempuannya. Jika ketidak tahukan ini berlarut-larut maka boleh jadi, 
keturunannya akan melakukan perbuatan perzinahan secara turun temurun. 
5. Hak warisan. Hukum Islam menetapkan bahwa anak menempati garis 
keturunan yang pertama dalam hal menerima warisan atau harta peninggalan 
dari orang tuanya. Namun, ini tidak berlaku bagi anak yang berstatus sebagai 
anak luar nikah atau anak zina yang mempunyai hubungan nasab hanya 
kepada ibunya dan keluarga ibunya.
150
 
Dalam literatur ilmu fikih tidak terdapat secara khusus membahas tentang 
pengakuan dan penetapan asal usul anak secara lengkap sebagaimana yang 
terdapat dalam hukum perdata barat. Namun, secara subtansial dapat ditemukan 
dalam bab yang membahas tentang hukum keluarga, khususnya tentang da’waan 
nasab. Hampir semua kitab fikih membahas tentang perlunya perlindungan 
terhadap anak terlantar, anak luar nikah.
151
 
Pengakuan adalah salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk anak 
luar nikah mendapatkan hak sebagaimana hak yang didapatkan oleh anak sah 
yang telah melekat pada dirinya. 
Pengakuan terhadap anak luar nikah ini para fuqoha menggunakan kaedah 
sadd al-dzara>i’. kaedah usul ini bertujuan untuk menyekat sesuatu perkara 
supaya tidak merebaknya kejahatan dan fitnah ke dalam kehidupan bermasyarakat 
umat Islam. Islam tidak membekan I’tiraf kepada anak luar nikah tersebut secara 
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syara’ karena Islam melarang hal tersebut. Pengakuan terhadap anak luar nikah itu 
secara syara’ dengan menbinkan kepada ayahnya, maka umat Islam akan 
melakukan perbuatan zina dengan bebas sebelum pernikahan. Dalam hal ini, para 
fuqaha berpedoman bahwa jika anak luar nikah tersebut dibenarkan oleh Islam 
mendapat pengakuan maka akan terjadi keleluasaan dalam berzina.
152
 
Sekalipun ayah biologisnya mengakui anak tersebut adalah anaknya, 
pengakuan tersebut tidak akan mengubah ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum 
Islam tidak mengenal lembaga pengakuan apalagi pengesahan sebagaimana 
tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika lembaga tersebut 
diberlakukan maka akan mengakibatkan dekadensi moral dan nilai sehingga 
membawa kepada penyimpangan seksual. Namun demikian, anak yang dilahirkan 
tetap suci. Ia mendapatkan hak sebagaimana anak yang lain kecuali hubungan 
keturunan dengan ayahnya secara hukum. Dalam hal ini, bukan berarti hukum 
Islam tidak manusiawi karena ayahnya bisa menggunakan wasiat dalam hal 
kewarisan dan wali hakim dalam hal pernikahan.
153
 
F. Hukum Kewarisan Islam Terhadap Sistem Kewarisan Anak Luar Nikah 
Islam mengatur sisi kehidupan umat manusia dari hal yang terkecil sampai 
hal yang terbesar, baik hubungan kepada pencipta maupun interaksi antar manusia 
mulai ketika ia hidup sampai meninggalnya. Aturan-aturan yang telah ditentukan 
oleh Islam tidak menimbulkan kemudharatan melainkan membawa kepada rasa 
keadilan. Aturan tentang harta pusaka setelah meninggalnya seseorang tertuang 
dalam hukum Islam yang berbicara tentang hukum kewarisan. 
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Menurut hukum Islam, pengalihan harta seseorang kepada orang lain atau 





Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain baik sifatnya 
pribadi maupun secara lembaga yang dilakukan oleh penghibah ketika ia masih 
hidup dan pelaksanaan pembagiannya pula dilakukan sebelum penghibah 
meninggal dunia.
154
   
 Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan 
sesudah pewasiat meninggal dunia. Wasiat juga dapat diartikan menjadikan harta 
untuk orang lain.
155
 Menurut ulama fikih wasiat adalah kepemilikan yang 
disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara 
tabarru’, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau 
hanya sebuah nilai guna barang.
156
 
Sedangkan warisan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya 
bahwa peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris setelah 
pewaris meninggal dunia. Pelaksanaan pembagiannya setelah pewaris meninggal. 
Warisan, wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan tabarru’ atau 
pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian 
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sedang hibah dilaksanakan semasa hidup.
157
 Sedangkan warisan adalah harta 
peninggalan yang didapatkan oleh ahli waris setelah pewaris meninggal tanpa 
disertai dengan pesan atau pemberian semasa pewaris masih hidup. 
Pada hakikatnya, pewarisan terhadap anak luar nikah tidak ditetapkan 
karena terputusnya nasab dengan ayah biologisnya dan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya menurut hukum Islam. Namun, 
pada kenyataannya, pemberian nafkah ataupun harta peninggalan kepada anak 
luar nikah dari ayah biologisnya merupakan fakta empirik yang tidak bisa 
dibantah. Pemberian nafkah atau harta peninggalan kepada anak luar nikah 
merupakan suatu perlindungan kepada mereka dalam hak kelangsungan hidup dan 
bertumbuh kembang.    
Perlindungan tersebut bertujuan untuk melindungi anak bukan untuk 
mensahkan anak dengan ayah biologisnya sehingga anak tersebut dapat diberikan 
nafkah ataupun diberikan harta peninggalan tetapi bukan dalam bentuk warisan 
melainkan hibah,
158
. Pemberian hibah atau wasiat kepada anak luar nikah dapat 
dikatakan sebagai pembaharuan hukum untuk mengikuti perubahan sosial.
159
 
Di dalam hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah wasiat atau wasiat 
wajibah hanya boleh diberikan sebanyak 1/3 dari harta yang dimilikinya.
160
Hibah 
inilah yang diberikan kepada anaknya yang berstatus sebagai anak luar nikah 
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sebagai pemberian kepada anak tersebut. Namun, pemberian itu tidak disebut 
dengan warisan. 
Pemberian hibah kepada anak luar nikah dalam konteks menjaga keutuhan 
rumah tangga dan mengakomodir adanya realitas di masyarakat bila ditinjau dari 
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Dari penelitian yang dilakukan dan setelah membahas serta manganalisis data 
yang ditemukan baik data primer maupun data sekunder maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Status dan kedudukan anak luar nikah tidak sama dengan status anak yang 
berasal dari perkawinan yang didahului oleh akad. Status anak luar nikah 
tetap dianggap sebagai anak zina. Sedangkan kedudukan anak luar nikah, 
nasabnya dihubungkan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah 
tidak ada sama sekali hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan keluarga 
ayah biologisnya. 
2. Hak anak luar nikah menjadi hilang disertai dengan tidak adanya hubungan 
nasab dengan ayah biologisnya seperti dalam perwalian, pewarisan, nafkah, 
dan sebagainya. 
3. Hukum kewarisan Islam terhadap sistem kewarisan anak luar nikah masih 
menjadi problem. Anak luar nikah tidak mendapatkan warisan dari ayah 
biologisnya. Namun, untuk menjaga hak keberlangsungan hidup dan 
bertumbuh kembang anak luar nikah maka ia bisa mendapat nafkah dan harta 
peninggalan dari ayah biolgisnya melalui hibah meskipun tidak dianggap 
sebagai warisan. 
B. Implikasi 
Implementasi dari penelitian ini adalah diharapkan Penelitian ini diharapkan 
bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah 




masyarakat luas yang ingin mengetahui hukum kewarisan tentang anak luar 
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